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PERNYATAAN

Dengan ini saya, RIATRUL TKHSAN NPM. 1503100162 menyatakan dengan
sungguh-sungguh:
I, Saya menyadari bahwa memalsukan Kavya ilmiah dalam segala bentuk yvang dilarang
oleh undang-undang. termasuk karva ilmiah orang laindenean sesuatu imbalan. atan
memplagiat atau menjiplak  atau mengambil Karya orang lam, adalah tindakan

kejabatan yang harus dihukum menurut undang-undang yang berlaku.

2. Bahwa skripsi ini adalah hasil karya saya sendini, bukan Karya orang lain, atau Karya
plagiat, atau karya menjiplak dari karya orang lain.
A

Bahwa di dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah di ajukan untuk
memperoleh kesarjanaan di suatu perguruan tinggi. dan sepanjang pengetabuan sava
Juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernzh di tilis atan diterbitkan oleh
orang lain, kecuali yang secara tertulis di acu dalam naskah ini aan di sebutkan dalam
daflar pustaka.

Bila di kemudian hari terbukti pemyataan saya ini tidak benar, sava bersadia tanpa
mengajukan banding menerima sanksi;

1. Skripsi saya ini beserta nilai-nilai hasil ujian saya di batalkan .

2. Pencabitan kembali gelar kesarjanaan yang telah saya peroleh, serta pembatalan dan

cnarikan ijazah sarjana dan transkip nilai yang telah sava terima.
yang

Medan,  Oktober 2019

Yang menyatakan,

i




ABSTRAK

IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI ASAHAN NOMOR 67 TAHUN 2018 DALAM
RANGKA PELAYANAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN DI KAWASAN
KOTA KISARAN

olch
KHAIRUL IKHSAN
NPM: 1503100162

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Peraturan Bupati Asahan
Nomor 67 Tahun 2018 dalam rangka Pelayanan Lalu Lintas dan Angkuan Jalan di

Kawasan Kota Kisaran.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui pendekatan penelitian

deskriptif dengan analisis data kualitatif, yaitu dengan menggambarkan keadaan
pelaksanaan Peraturan Bupati Asahan Nomor 67 Tahun 2018 berdasarkan fakta-fakta
yang ada dan mencoba menganalisis kebenarannya berdasarkan data kulitatif yang
diperoleh dari hasil penelitian. Adapun kategorisasi yang penulis rumuskan dalam
penelitian ini adalah 1) dibutuhkan tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam
mengimiplementasikan kebijakan Peraturan Bupati Asahan Momor 67 Tahun 2018 dalam
rangka pclayanan lalu lintas dan angkutarn jalan di kawasan Kota Kisaran; 2) dalam
rangka pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan di kawasan Kota Kisaran dibutuhkan
Prosedur (SOP) dalam mengimplementasikan kebijakannya.;3) Implementasi Peraturan
Bupati Asahan Nomor 67 Tahun 2018 sangat di butuhkannya model/pendekatan agar
dapat menciptakan informasi dan komunikasi yang baik kepada masyrakat di dalam
pelaksanaanya. ;4) Untuk mengimplementasikan Peraturan Bupati Asahan Nomor 67
Tahun 2018, perlunya pelayanan barang dan jasa angkutan yang di lakukan sebagai
penunjang kehidupan ekonomi di masyrakat. ;5) Didalam Implementasi Peraturan Bupati
Asahan Nomor 67 tahun 2018 perlu Pembinaan lalu lintas untuk mencapail suatu tujuan,
dengan menciptakan pola tingkah laku dan displin masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa dalam mengimplementasi
kan kebijakan Peraturan Bupati Asahan Nomor 67 Tahun 2018 sudah sesuai dengan
tujuan kebijakan, selanjutnya dapat disimpulkan bahwa sudah sesuai dengan kebijakan
yang telah ditetapkan dalam peraturan Bupati Asahan Nomor 67 Tahun 2018,

Kata kunci : Pelayanan Lalu Lintas di Kawasan kota Kisaran

vi



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT s
limpahan dan karunia-Nya akhirmyn penulis dapat menvelesaikan skripsi ini shalnwal
beriring salam juga penulis persembahkan kepada: Nabi besar Muhammad SAW yang
(elah membawa kabar tentang pentingnya ilmu bugi kehidupan di dunia dan di akhirat
kelak.

Skripsi int ditulis untuk memenuhi salal saty syarat untuk menyelesaikan program
pendidikan strata satu guna memenuhi syarat untuk memperoleh gelae sarjana Umu Sosial
dan Ilmu Politik, Universitas Mubammadiyah Sumatera Utarn Medan, Scbagat bentuk
aplikasi teori yang sclama ini didapathan melalui proses perkulinhan yang dilaksanakan,
Dalam menyusun skripsi ini, penulis sangat berterina kasih kepada kedua orang tua yang
senantiasa mendo®akan dan memberikan semangat, dan begitu juga kepada Abang, dan
adik saya.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis banyak menerima bantuan dari
berbagai pihak. Oleh sebab itu, sudah sclaynknya sepala Kerendalun hati meogucapkan
ribuan terima kasih yang tulus kepada pihuk-pihak yang telah banyak membantu, kepada
yang terhormat ;

I Bapak Dr. Agusani, MLAP, selaku Rekior Universitas Muhammadiyvah Sumatera

Utara.
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Sciring dengan hal itu, saran- dan nasehat yang bersifat membangun: sangat penualis
harapkan.
Medan. Oktober 2019
Penubis
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BaB 1

PENDAIILTUAN
C 0 b avar Belahauy Masalab

Laks intas dan \echatan lalan mempeny a: peranan sang tratepss datem

dan berebha werta Japa memdorong  petumbuhan dan  porhombangan
pembanun-an walavah Lota sany colup pesat telah duerpatian Peratumn
Ropatt Asahan Nomor &7 Tahan 2008 tentang Pengansran Penggunan lasingan
Lalva ddae Gesahan Vsus 1ate D ointas d Kawasan Kota Ksacon.

Dyclashan dafam Peratwan Ruapate Asshan Nomsor 87 Fabun 2018 habwa | 2
Pintas dan Aagkutan Lalay adalah te Neanan sistem vang tordine atas Tabe
hatax avphatae salan garinan fahe hatas dan anghetan jalen, prasarena late
ity dan anghutan palan, Aendaman,  peagemudi, peagguna  jalan,  serta
pongelotamya Sadamghan dalam Undsap Undang Nosmos 22 Tahun 2009 wotang
Laln Lintas dan Anghutan Yatan dijcbaskan batwas Lalullintas adatah sebaga)
gerah Foendaran dan orang: di reang alu lintas talan. Ruang Lale Lintas fatin
adalah prasarana yang diperuntukhan bagi yerak pindah heodaran, osang.
danatan bayang vang berupa galan dan fasiliss peadukung miﬁ akag alat dan
rambu-rambin laly intag, yang dapat menpame mang perak kendaraan dan
anckuian jakan Hal teisebul juga memberitan movast untok membenkan

gorakan plan vang tertih, amvan, terpade dalam bateansgontast,



Eatlann boobiggaban Peralig Ppt e Anibin digednaban iy Taringra | alu
Ciin dawy Avipbaiinn fbort e gt 01 Jortign Dithe foikas st ok ot jalin
prenbier e L) fariigon Db fiitas das aingeh ot fiskan sk

Chnait o fagtonstt Fabi Dot e flane pecimer i shader oelipot
Pyadensgsnl bpiagt Aol sbnsgnn besota A pelibinghiin preyelinangn, i
Bl o 5y oo koot Tusnapse bavanan perokiman, peerdagingi,
presbantoran, dan daindulin, Seoamg o Bintis beroge jalan dan jenibiatan

Fainnpsan bidu Dotas e anipbatinn i prerimes melipah simpml bernpa temipal
ataitint kvt wpd, pelabilioe penyehiign, dian Bandar odari iperapishin
fatingan flai vicog et perman pelaynan diatobist bisang dan jusi di o
Favernay et ob i abid oitole penvelengeanan lalo Bitas din angkatan jalin
atilat bl

Iuringoun Talo Diitee ciniy wogeketaan il sekonder yiang meliput noang keglaan
Beupi kawisin pemobinin, perdaganan, potkantomn dan lon- lin merapkan
Jidngan Jalan pienibiki psrin pelayvianan diiobist barng denfating jasa intuk
imaayarihal kiwisal fechalai alan untok penyelengparan laly lintas dan
bl Jilsn lokal

Peratign pelayanan distbis Bagng din Jasn badke primer maupin . skunder
mistugrthkan Wggging javnb dankoviibin pemenniah dagral dalam meherikan
p Syt il

Dalmn kebiphan Petiran Menil Penduyigimain - Apiatur Megar dan
Hoforminal Prokanst Bepiblk fadoesie: Beanor 17 Tahun 2007 “Tentng

Pradetian Vembatan Eapng Ul penyelepgparman Felayanan Publik dijelaskan.



baima pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka
pemenvhan kebutuhan pelavanan sesuai dengan peraturan perundang undangan
bagi setiap warga Negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan
admuusitast  yang  disediakan oleh penyelenggara  pelayanan  public.
Pemyelengara pelayanan public adalah setiap institusi penyelenggara Negara
sorporasi. fembaga independen yang di bentuk berdasarkan undang undang
untk kegiatan pelayanan public, dan badan hokum lain yang di bentuk untuk
Kegiatan pelayanan publik. Instansi pemerintah adalah kementerian, lembaga,
dan pemenntah daerah.

Pemerintah daerah Kabupaten Asahan telah menerbitkan Peraturan Bupati
Aszhan Nomer 67 Tahun 2018 Tentang Pengaturan Pengunaan Jaringan Jalan
dan Gerakan Arus Lalu Lintas di kawasan Kota Kisaran yang bertujuan untuk
mewnjudkan pelayanan Lalu lintas dan Angkutan jalan yang aman, tertib,

ancer. dan beretika serta dapat mendorong perkembangan pembangunan

P

wilavah perkotaan. Dalam rangka mewujudkan Pelayanan Laiu Lintas dan
Angkutan jalan sesuai dengan kebijakan maka untuk mengimplementasikan
kebijakan Peraturan Bupati Asahan tersebut menjadi tanggung jawab Dinas
Perhubungan kabupaten Asahan dan dalam pembinaanya berkordinasi dengén
Aparatur Resor Kepolisian Asahan.

Dalam mengimplementasikan Peraturan Bupati Asahan Nomor 67 Tahun 2018
khususnya tentang jaringan lalu lintas dan angkutan jalan primer dan skunder
vane merupakan peran pelayanan distribusi barang dan jasa belum sepenuhya
kebijakan tersebut dapat di implementasikan di kawasan Kota Kisaran hal ini

dikarenakan masih kurang displinya warga/masyrakat dalam menggunakan



Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan jalan. l‘cnomena ini dapat di lihat dari adanya
warga/masyrakat yang masih melanggar kebijakan terscbut, sepeerti antara
lain,kendaraan roda 4 (pick up) maupun roda 6 (truk) yang masih berani
melanggar pengunaan jaringan jalan dan gerakan arus lalu lintas jalan sudah di
tentukan di kawasan kota kisaran. Dengan scbagai contoh di lihat dari
fenomenanya mobil-mobil bermuatan yang tidak sepantasnya melintas di jalan
yang telah di tetapkan dalam peraturan Bupati Ashan Nomor 67 tahun 2018,masih
sering terlihat di lokasi penelitian berlalulalang, schingga membuat tidak nyaman
para penguna jalan lainnya di kawasan kota kisaran, dengan faktor menjadikan
ruang gerak sempit kepada masyarkat kota kisaran menyebabkan sering terjadinya
kemacetan dan harus melibatkan sektor aparat Kepolisian dan Dinas perhubungan
kota kisaran untuk bekerja lebih keras lagi dalam pengoprasian Peraturan Bupati
Asahan Nomor 67 tahun 2018. Hal tersibut memicu faktor ketidak seimbangan
gerakan lalu lintas ruang lingkup kota Kisaran, dengan (crjadinya itu maka dapat
menjadikan faktor kesemerawutan lalu lintas karena ketidak disiplinan para
pengguna arus lalu lintas di kawasan kota Kisaran, hal terjadi karena kurangnya
pengetahuan masyrakat dalam, memahami kebijakan Peraturan Bupati Asahan
Nomor 67 tahun 2018 . Berdasarkan uraian di atas tentang fenomena lokasi
penelitian maka deskrisi masalah dalam mengimplementasikan Peraturan Bupati
Asahan Nomor 67 Tahun 2018 di kawasan kota Kisaran yaitu Kurangnya
kedisplinan maasyrakat kota kisaran dalam menjalankan lalu lintas dan lemahnya

pihak aparat dalam-



memberikan pelayanan terutama dalam mengsosialisasikan kebijakan Peraturan

Bupati Asahan Nomor 67 Tahun 2018 kepada masyarakal seria lemahnya

tingkat pengawasan dan koordinasi aparat pemyelenggara pelavanan publik

dalam pembinnaan iaiu lintas dan anghutan julan sang di lakukan oleh Dinas
Perhubungan Kabupaten Asahan dan Kepolisian Resort Asahan.

Berdasarkan dishripsi smasalah tersebut i atas msha  penclitl tertarih

untuk melakukan penelitian dalam skripsi vang berjudul. Implementasi Peraturan

Bupati Asahan Nomor 67 Tahun 2018 dalam rangka Pelayanan Arus Lalu Lintas

dan Angkutan Jalan di Kawasan Kota Kisaran
1.2 Rumusan Masalah.

Berdasarkan uraian latar belakane masalan di 2ias. maka rumusan masalah
dalam penelitian ini adalzh bagaimana Implementasi Peraturan Bupan Asahan
Nomor 67 Tahun 2018 dalam rangka Pelayanan Arus Lalu Lintas dan Angkutan

Jalan di Kawasan Kota Kisaran.

1.3 Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi kebijakan

Peraturan Bupati Asahan Nomor 67 Tahun 2018 dalam rangka Pelayanan Arus

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kawasan Koia Kisaran

1.4 Manfaat penelitian

Manfaat penelitian ini adalah:



a)

b)

SRR P2

Sccara teoritis penilitian ini dapat bermanfaat pada suatu  pencrapan
Kebijakan Peraturan Bupati Asahan dan penerapan sistem Pelavanan Lak
Lintas dan Angkutan Jalan

Secara akademis, pentlitian 1 dapat di jadikan sarana bacaan untuk
mahasiswa  Universitas - Muhammadyah  Sumatera Utara,  untuk - dasar
pemikiran penyusunan SKripsi

Secara praktis, penilitian ini dapat menjadikan bahan bacaaan kepada instansi

terkait dalam menindak lanjutin suatu penerapan Kebijakan peraturan Bupat
asahan nomer 67 tahun 2018 dalam rangka pelavanan Lalu lintas dan

Angkutan Jalan di Kawasan Kot Kisaran

1.5 Sistematika Penulisan

Pada penulisan skripsi it penchti suatu sistematiha dengan membagi
penulisan menjadi 5 (hma) bab yaiu

BAB1 PENDAHULUAN

Pada bab ini peneliti menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan
asalah, tujuan dan manfaat penclitian. Serta sistematiha penulisan

BAB Il URAIAN TEORITIS

Pada bab ini peneliti menguraikan teori dan konsepsi mengenal implementasi,
kebijakan, implementasikebijakan publik, Pelayanan Publik, Konsepst teatang
Lalu lintas dan Angkutan Jalan, serta kebijakan tentang Pengaturan Pengunaan

Jarinean Jalan dan Gerakan Arus lalu lintas jalan di Kawasan Kota Kisaran



BABIII METODA PENELITIAN

Pzda bab mi peneliti menguraikan tentang jenis penelitian, kerangka konsep,
defermist konsep. kategorisasi. narasumber. tehnik pengumpulan data, tehinik
analisis dam lokasi penclitian dan wakiu penclitian serta deskripst lokasi
penelian.

BAB IV HASIL PENILITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini peneliti menguraikan tentang penyajian hasil penelitian dan

BAB V PENITUP

Pudi bab i peneliti mengurzikzn simpulan dan saran dari hasil penelitian

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN






BAB II

URAIAN TEORITIS

N - p g. y .79 & «qe .«
Nawawi (2005:24) meyatakan  bahwa “Pencelitian”dapat  difenisikan
sebagai sebuah  usaha menemukan, mengembangkan, dan menguji suatu

kebenaran . suatu pengetahuan .usaha mana dilakukan dalam metode-metode
itmiah. Pelaksanaan penelitian membutuhkan kerangka teori sebagai pedoman
dasar berfikir dan berfungsi untuk mendukung analisa variable-variable yang di

teliti.
2.1 Implementasi Kebijakan public
2.1.1 Pengertian Implementasi

Menurut (Setiawan,2004:39) dalam bukunya yang berjudul Implementasi
dalam pembangunan birokrasi mengungkapkan pendapatnya  mengenai
implement-tasi atau pelaksaaan sebagai berikut”implementasi adalah peluasa
aktivitas yang saling menyesuaikan proses intraksi antara tujuan dan tindakan
untuk mencapai dan memerlukan eksekutif jaringan birokrasi yang cfektif™ .

Menurut Greindle (1980:70).Implementasi merupakan Proses umum
tindakan administrative yang dapat di teliti pada tingkat program tertentu, serta
proses implementasi baru akan di mulai apabila tujuan dan sasaran telah di
tetapakan, program kegitan telah tersusun dan dana telah siap disalurkan untuk
mencapai sasaran.

Menurut Dunn (2003:132) implementasi merupakan tindakan-tindakan untuk

mencapai tujuan yang telah di gariskan dalam keputusan kebijakan dalam




tindakan tersebut dilakukan baik oleh individu, pejabat pemerintah  ataupun
swasta.Dunn mengistilahkannya implementasi secara lebih Khusus. menyebu
dengan istilah implementasi kebijakan dalam bukunyva yang begudul Analisa
Kebijakan Publik.Menurutnya implementasi kebijakan (Pelice unplemeniaiion)
adalah pelaksanaan pengadilan aksi-aksi kebijakan di dalam Kurun waktu tertentu.
Implementasi memiliki arti bahwa ke suatu hasii (akibat) melenghapt dan
menyelesaikan.Implementasi juga memiliki arti mnyediakan sarana (alat) untuk
melaksankan sesuatu, memberikan hasil yang bersitat praktis terhadap sesuatu,
Pressman dan Wildavsky (1978:21) mengemukakan bahwa :mplentation ax i
carry out, accomplish. Fullfil produce completemaksudnya : membawa, menye-
lesaikan, mengisi,mengahsilkan,melengkapi.

Maka implementasi dapat disimpulkan bahwa implementasi adalah sebagat suatau
aktivitas yang berkaitan dengan penyelesaian suatu pekerjaan dengan penggunaan

sarana (alat) untuk memperoleh hasil.
2.2. Pengertian Kebijakan Publik

Menurut Agustino, (2008:7) Kebijakan Publik (Public Policy) adalah Pola
ketergantungan yang kompleks dari pilihan-pilihan Kolektit' yang saling
tergantung, termasuk keputusan-keputusan untuk tidak bertindak. yang dibuat
oleh badan atau kantor pemerintah.

Menurut Winarno (2002:16) Kebijakan publik  adalah  serangkatan
tindakan/kegiatan vang diusulkan oleh sescorang. Kelompok atau pemerintah
dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-

kesulitan) dan kemungkinan-kemungKinan (kesempatan-kesempatan) - dimana
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kebijakan tersebut diusulkan agar berguna dalam mengatasinya untuk mencapai
tujuan yang dimaksud.

Menurut Widodo, (2001:190) Kebijakan publik merupakan arah tindakan
yang mempunyai maksud yang ditetapkan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor
dalam mengatasi suatu masalah atau suatu persoalan dalam praktiknya.

Dari defenisi di atas tersebut dapat di simpulkan bahwa kebijakan publik adaiah
suatu tindakan/kegiatan/aktivitas/cara yang merupakan keputusan yang terarah,
terukir yang di lakukan oleh pemerintah atau lembaga yang berwenang untuk

mencapai tujuan tertentu.

2.3 Unsur- unsur Kebijakan Publik

Menurut Pasolong (2007:39) kebijakan publik baiknya harus mengandung
unsur-unsur yaitu ;1) Kebijakan <elalu mempunyai tujuan atau berorientasi pada
tujuan tertentu. 2) Kebijakan berisi tindakan atau pola tindakan pejabat-pejabat
pemerintah.3) Kebijakan adalah apa yang benar-benar dilakukan oleh
pemerintah, dan bukan apayang bermaksud akan dilakukan. 4) Kebijakan publik
bersifat positif (merupakan tindakan pemerintah mengenai sesuatumasalah
tertentu) dan bersifat negatif (keputusan pejabat pemerintah untuk tidak
melakukan sesuatu). 5) Kebijakan publik (positif), selalu berdasarkan pada
peraturan perundangan tertentuyang bersifat memaksa (otoritatit).

Kebijakan dibuat oleh pemerintah yang berupa tindakan-tindakan
pemerintah. beroriental kepada kepentingan publik dan merupakan suatu

tindakan pemilihan alternatif untuk dilaksanakan dan tidak dilaksanakan oleh

pemerintah, demi kepentingan publik. Dilihat dari definisi kebijakan publik di




atas, dapat di tarik kesimpulan bahwa kebijakan public merupakan serangkaian
keputusan yang diambil dan merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh
pemerintzh, yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah-masalah publik.
Ciri-ciri khusus yang melekat pada kebijakan-kebijakan publik bersumber pada
kenvataan bahwa kebijakan ini dirumuskan olch apa yang oleh David Faston
disebul sebagal orang-orang yang memiiiki wewenang fain dalam  sysien
politik. vakni para tetua adat, para ketua suku, para eksekutif, para legislator,
para hakim. para administrator, para monarki dan lain scbagainya.
Menurut Wahab (2004:6) ciri-ciri kebijakan publik antara lain 1)
kebijaksanaan negara lebih merupakan tindakan yang mengarah pada tujuan
daripada sebagai priaku aiau tindakan yang serba acak dan kebetulan. Kebijakan-

kebijakan negara dalam sistem-sistem politik modern pada umumnya bukanlah
merupakan tindakan yang serba kebetulan, melainkan tindakan yang
direncanakan: 2) Kebijaksanaan pada hakikatnya terdiri atas tindakan-tindakan
yang saling berkaitan dan berpola yang mengarah pada tujuan ierientu yang
dilakukan oieh pejabat-pejabat pemerintah dan bukan merupakan keputusan-
keputusan yang berdiri sendiri. 3) Kebijaksanaan bersangkut paut dengan apa
yang senyatanya dilakukan pemerintah dalam bidang-bidang tertentu. )
Kebijaksanaan Negara mungkin berbentuk positif, mungkin pula negative. Bentuk
positif, kebijaksanaan Negara mungkin akan mencakup beberapa bentuk tindakan
yang dimaksudkan untuk mempengaruhi masalah tertentu. Sementara dalam
bentuknva vang negatif. kemungkinan meliputi keputusan-keputusan pejabat-

pejabat pemerintah untuk tidak bertindak atau tidak melakukan tindakan apapun

dalam masalah-masalah dimana campur tangan pemerintah justru di perlukan.



Abidin (2004) menyatakan bahwa kebijakan publik adalah Keputusan yang
dibuat oleh negara, Khususnya pemerintah, sebagai strategi untuk merealisasthan
tujuan negara yang bersangkutan. Dikemukakannya pula bahwa “Kebijakan
publik adalah strategi untuk mengantar masyarakat pada masa awal, memasukl
masyarakat pada masa transisi, untuk menuju pada masyarakat yang dicita-
citakan.. Ciri-ciri kebijakan yang dikemukakan. Adalab 1) Public poliey s
purposive, goal oriented behavior than random or chance behavior. (Kebijaken
mesti ada tujuannya. tidak boleh asal buat atau karena kebetulan ada kesempatan
membuatnya. Tanpa tujuan, tidak perlu kebijakan); 2) Public policy consist of
course of action-rather than separate, discrete decision or actions-performed by
zovernment  officials. (Suatu  kebijakan tidak berdiri sendiriferpisab  dari
kebijakan lain, tetapi berkaitan dengan berbagai kebijakan dalam masyarakat. dan
berorientasi pada pelaksanaan, interpretasi dan penegakan hukum) 3) Policy s
what government do-not what they say will do or what they intend to do.
(Kebijakan adalah apa yang dilakukan pemerintah, bukan apa yang g ataw
diniatkan oleh pemerintah); 4) Public policy may be eiinter negative or positive,
(Kebijakan dapat berbentuk negatif atau melarang dan juga dapat berupa
pengarahan untuk melaksanakan atau menganjurkan); 5) Public policy is based on
law is authoritative. (Kebijakan didasarkan pada hukum, karena itu memiliki
kewenangan untuk memaksa masyarakat mematuhinya).

Adapun tahap- tahap kebijakan yang merupakan proses analisis kebjakan vaiu
serangkaian aktivitas dalam proses kegiatan yang bersifat politis. Aktivitas politis

tersebut diartikan sebagai proses pembuatan kebijakan dan divisualisasikan

nicnie 32
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dasar untuk menilai apakah kebijakan publik telah menanrik dampak yang

diinginkan.
2.4. Implementasi Kebijakan Publik

Menurut Wahab (1991:13) Implementasi kebjikan publik adalah menjadikan
orang mclakukan apa-apa yang di perintahkan dan mengontrol urutan tahapan
dalam sebuah sistem dan mengembangkan sebuah program control yang
meminimalkan kontlik dan deviasi dari tujuan yang telah ditetapkan. Implemen-
tasi kebijakan public pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat me
ncapai tujuannya.

Menurut Ancta (2010:55) implementasi kebijakan publik merupakan salah
satu aktivitas dalam proses kebijakan public yang menentukan apakah sebuah
kebiakan itu bersentuhan dengan kepentingan publik serta dapat di terima oleh
publik. Dalam hal ini, dapat di tekankan bahwa bisa saja dalam tahapan
perencanaan formulasi kebijakan di lakukan dengan sebaik baiknya, tetapi jika
pada tahapan implementasinya tidak diperhatikan optimalisasinya, maka tentu

tidak jelas apa yang di harapkan dari sebuah produk kebijakan itu .pada akhiranya
pun dipastikan bahwa pada tahapan evaluasi kebiiakan, akan menghasilkan
penilaian bahwa formulasi dan implementasi kebijakan tidak seiring sejalan,
bahwa implementasi itu tidak sesuai dengan yang di harapka, bahkan menjadikan
produk kebijakan itu sebagai batu sandungan bagi pembuat kebijakan itu sendiri.

Menurut Idiahono (2017:143) implementasi kebijakan public adalah aktivitas

menjalankan dalam ranah senyatanya, baik yang di lakukan oleh organ

pemerintah maupun para pihak yang detentukan dalam kebijakan implementasi
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public. implementasi kebijakan public biasanya ada yang di sebut sebagai pihak
implementator, dan kelompok sasaran. Implementator kebijakan adalah mereka
yvang, secara resmi di akui sebagai individu/lembaga yang bertanggung jawab atas
pelaksaan program di lapangan.

Dari uraian di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa implementasi
kebijakan public adalab aktivitas yang terdapat dalam kebijakan public yang di
jalankan dalam ranah yang senyatanya serta untuk mengetahui apakah suatu
kebijakan mencapai tujuannya atau tidak yang di lakukan oleh pemerintah atau

para pibak kepentingan dalam sebuah kebijakan.
2.5 Model Implementasi Kebijakan

Model  implentasi kebijakan  public  merupakan - suatu usaha untuk
memudahkan penjelasan terhadap suatu fenomena. Menurut Widodo (2011:96-
110y dalam model implementasi kebijakan public memiliki Empat variable/faktor

yany, berperan penting dalam pencapaian keberhasilan implementasi, diantaranya

faktor komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi yaitu sebagai

berikut; 1) Komunikasi (communication); Komunikasi merupakan proses

penyampaian  informasi dari  komunikator kepada komunikan.Komunikasi

kebijakan berarti merupakan  proses penyampaian informasi kebijakan dari

pembuat  kebijakan  (policy makers) kepada pelaksana kebijakan  (policy

implementors) 1engan kata lain bahwa komunikasi menunjukan bahwa setiap

kebifakan akan dapat dilaksanakan dengan baik jika terjadi komunikasi yang

efektif antara pelaksana kebijakan dengan para kelompok sasaran (target group).

2) Sumber Daya (Resourch); Bahwa sumberdaya sebagaimana jelas dan
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konsistensinya Ketentuan-ketentuan dan aturan-aturan serta bagaimanapun
akuratnya penyampaian ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan tersebut, jika para
pelaksana kebijakan yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan
Kurang mempunyai sumber-sumber daya untuk melaksanakan kebijakan secara
efektif maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan efektif. Dengan kata
lain bahwa sumberdaya menunjukan setiap kebijakan harus di dukung oleh
sumberdaya yang memadai, baik sumberdaya manusia, maupun sumberdaya
financial. 3) Disposisi (Disposition); Yaitu Sikap dari pelaksana kebijakan akan
sangat berpengaruh dalam implementasi kebijakan. Apabila implementasi
memiliki sikap yang baik maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan
baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan, sebaliknya apabila
sikapnya tidak mendukung maka implementasi tidak akan terlaksana dengan baik.
4) Struktur Birokrasi (Bureucratic Structure); Aspek struktur organisasi ini
melengkapi dua hal yaitu mekanisme dan struktur birokrasi itu sendiri.Aspek
pertama adalah mekanisme dalam implementasi kebijakan biasanya sudah dibuat
standart operation procedur (SOP).

SOP menjadi pedoman bagi setiap implementator dalam bertindak agar dalam
pelaksanaan kebijakan tidak melenceng dari tujuan dan sasaran kebijakan. Aspek
kedua adalah struktur birokrasi, struktur birokrasi yang terlalu panjang dan
terfragmentasi akan cenderung melemahkan pengawasan dan menyebabkan
prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks yang selanjutnya akan menyebabkan
aktivitas organisasi menjadi tidak baik.

Struktur birokrasi juga menujukan bahwa struktur birokrasi menjadi penting

dalam implementasi kebijakan. Aspek struktur birokrasi ini mencakup 2 hal
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penting pertama adalah mekanisme dan kedua struktur organisasi pelaksana itu

sendin

2.6 Konsep Pelayanan Publik

2.0.1 Pengertian Pelayanan

Menurut Suparlan (1983 @ 91) mendetenisikan bahwa pelayanan adalah
usaha untuk memberikan bantuan atau pertolongan kepada orang lain baik
material maupun non material agar orang lain itu dapat mengatasi masalah
sendiri.

Menurut Badudu (1994 @ 31 ) menjelaskan bahwa pelayanan adalah jenis
bidang usaha yang dikelola  pemerintah dan ditujukan uatuk  melayani
kepentingan masyarakat dan mempunyas fungsi sosial, tanpa berorientasi kepada

aspek Keuntungan.

Menurut Moenir { 1992:16 ) berpendapat bahwa manusia adalah mahkluk
sosial yang sclalu menginginkan kebersamann untuk mencapai cita-cita dan

harapan yang diinginkan. Dan untuk mendapatkan/memenuhi kepentinganiya

terscbut maka harus memerlukan bantuan orang lain: untuk memenuhi segala
kebetuhan hidupnya manusia harus berusaha, haik melalui aktifitas crang lain

itulah yang discbut pelayanan, Menurut  Moenir (2001:27) bahwa yang

dimaksud dengan pelayanan adalah proses pemenuhan kebutuhan melalui

aktifitas orang lain secara langsung - yang pada hakekatnya merupakan

seranakaian kegiatan, Karena i, pelayanan merupakan proses dan sebagai proses

pelayanan berlangsung seeard ratin dan berkesinambungan, meliputi seluruh

kehidupan masyarakat
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Sejalan dengan pernyataan di atas. Moenir (1992:16) menyatakan bahwa

a orang
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yang dimaksud dengan pelayanan ialah pelayanan yang diberikan kepad

lain untuk memenuhi kebutuhannya itu harus bersifat langsung dengan kata lan

pelayanan itu langsung dapat dinikmati atau digunakan olech pemakar atau

penerimannya dalam rangka tercapainya tujuan organisasi. Pada konteks

pelayanan masyarakat ditafsirkan sebagai tanggung jawab pemeriniah alas

kegiatan ditujukan untuk kepentingan masyarakat atau publik. Dengan demikian

kegiatan tersebut adanya unsur-unsur perhatian dan kesedian serta kesiapan dan

@n

aparat pelaksananya. Untuk itu, tentunya memerlukan keterampilan atau keahl

dan semangat kerja vang tinggi schingga pelayanan yang diberikan dapat

memberikan kepuasan para pelangggan.
Definisi pelayanan menurut Gie (1998:105) adalah suvatu kegiatan dan suat

organisasi yang dilakukan untuk mengamalkan dan mengabdikan dint kepada

masyarakat pelanggan.

Menurut Kotler dalam Lukman (2000:8) pelayanan adalah sctiap kegiatan

yang menguntungkan dalam suatu kumpulan atau kesatuan, dan menawarkan

kepuasan meskipun hasilnya tidak terikat pada suatu produk

secara fisik. Selanjutnya Lukman (2000:8) berpendapat bahwa pelayanan adalah

suatu kegiatan atau urutan kegiatan yang terjadi dalam interaksi langsung antar

seseorang dengan orang lain atau mesin secara fisik, dan menyediakan kepuasan

pelanggan. Kehidupan bermasyarakat sangat berkaitan dengan bagaimana Kita

mendapatkan kebutuhan hidup dengan tingkat kepuasan yang tingpi. Untak

mendapat kepuasan tersebut. salah satunya adalah bagaimana seseorang dapat

memberikan pelayanan langsung. yang diharapkan semua orang. baik itu secara
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langsung maupun tidak Pelayanan vang diberikan terkadang bisa berbentuk jzsa
maupun non jasa.

Pelayanan merupakan kegiatan atau usaha vang dilakukan untuk memenuhi
Kebutuhan orang lain. Pelayanan kepada masyarakat ditafsirkan sebagai langgung
Jawab pemerintah atas kegiatan yang ditujukan uniuk kepentingan publik ztzu
masyarakal. Kegiatan peilayanan memual adanya unsur perhatian dan kesizpan

dari aparatur pelaksana yang mau tak mau bukan saja memerlukan keterampilan

dan kecakapan dalam bekerja. tetapi juga kualitas dari semangat keja »an

B

tinggi. sehingga pelavanan dapat memberikan kepuassan kepada masyarakat

umunmni.

Seianjutnya Lukman (2000:8). memberikan pengertian pelavanan masyarakat
sebagai pengabdian serta pelayanan diberikan dengan teguh svari-syarat
efisiensi, efektifitas, ekonomis. serta manajemen yang baik dalam pelayanan
masyarakat dengan baik dan memuaskan.

Definisi pelayanan menurut Soemartono (2007 : 91), adalah suatu kegiatan
dari suatu organisasi yang dilakukan untuk mengamalkan dan mengabdikan diri
kepada masyarakat/ pelanggan. Dalam konteks ini pelayanan yang dimaksud
adalah pelayanan masyarakat (public service) merupakan bantan atau
pertolongan yang diberikan kepada masyarakat baik secara material maupun non
material.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pelayanan adalah suatu kegiatan
dari suatu organisasi yang dilakukan untuk mengamalkan dan mengabdikan din

kepada masyarakat pelanggan atau yang diberikan kepada orang lain untuk
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memenuhi kebutuhannya yang bersifat langsung dan  dapat dinikmati atau

digunakan oleh penerimannya dalam rangka tercapainya tujuan organisasi.
2.6.2 Pengertian Pelayanan Publik

Menurut Sinambela (2006:5) Pelayanan publik diartikan scbagai pemberian
layanan (melayani) keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai
kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang

telah ditetapkan.

Pelayanan publik (public service) adalah suatu pelayanan atau pemberian
terhadap masyarakat yang berupa pengguna fasilitas-fasilitas umum, baik jasa
maupun non jasa, yang dilakukan olch organisasi publik dalam hal ini adalah
suatu pemerintahan. Dalam pemerintahan, pihak yang memberikan pelayanan
adalah aparatur pemerintahan beserta segenap kelengkapan kelembagaannya.
Pemerintah sebagai abdi masyarakat atau negara memiliki fungsi utama untuk
mengadakan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan baik dan
memuaskan. Sifat yang menonjol dari administrasi adalah bersifat pelayanan yang
bertujuan membantu pekerjaan organisasi secara keseluruhan.

Menurut Moenir (2001:12) Pelayanan Publik adalah setiap kegiatan yang
dilakukan oleh pihak lain yang ditujukan guna memenuhi kepentingan orang
banyak disebut pelayanan publik. Selanjutnya Moenir (2001:34) berpendapat
bahwa pelayanan publik merupakan usaha yang dilakukan kelompok atau

seseorang atau birokrasi untuk memberikan bantuan dan kemudahan kepada

masyarakat dalam rangka mencapai suatu tujuan tertentu.  Yang menyatakan
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bahwa untuk para pegawai dalam bersikap serta perilaku hendaknya berpedoman

pada; 1) Dasar hukum yang jelas; 2) Hak dan kewajiban warga ncgara yang

dilayani dinyatakan secara terbuka; 3) Interaksi berlangsung secara rasional dan

objektif.
Selanjutnya Moenir (1999 : 26) mengatakan bahwa yang dimaksud dengan

pelayanan publik adalah kegiatan yang dilakukan oleh seseoranz atau sckelompok

otang dengan landasan faktor materiil unit sistem, prosedur dan metode tertentu

dalam rangka usaha memenuhi kepentingan orang lain sesuai dengan haknya.

Sinambela (2006:7) berpendapat ada lima indikator pelayanan publik yaitu;
reliability yang di tandai pemberian pelayanan yang tepat dan benar; ‘angibles

yang di tandai dengan penyediaan yang memadai sumber daya lainnya;

responsiveness yang di tandai dengan keingginan melayani Konsumen dengan

cepat; assurance, yang di tandai tingkat perhatiaan terhadap etika dan ‘moral

dalam memberikan pelayanan; dan empaty. yang di tandai tingkat kemauan untuk

mengetahui keingginan dan kebutuhan konsumen.
Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor

63/KEP/M.PAN/7/2003, publik adalah segala kegiatan pelayanan yang

dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan

kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan peraturan

perundangan. Dengan demikian, pelayanan publik adalah pemenuhan keinginan

dan kebutuhan masyarakat oleh penyelenggara ncgara. Negara didirikan oleh

publik (masyarakat) tentu saja dengan tujuan agar dapat meningkatkan

kesejahteraan masyarakat. Pada hakekatnya negara dalam hal ini pemerintah
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(birokrat) haruslah dapat memenuhi kebutuhan masyarakal. Kebutuhan dalam hal
ini bukanlah kebutuhan secara individual akan tctapi berbagai kebutuhan yang

sesungguhnya diharapkan oleh masyarakat.

Dalam kontek ini pelayanan yang dimaksud adalah pelayanan masyarakat

(public service) merupakan bantuan atau pertolongan yang diberikan pemerintah
kepada masyarakat baik secara materil maupun non materil

Menurut Syahrir (1992 :156) pelayanan yang dapat memberikan kepuasan
kepada Publik/pelanggan sekurang-kurangnya mengandung 5 unsur pokok yaitu;
1) Terdapat pelayanan yang merata dan sama. Tidak ada deskriminasi dalam
pelayanan yang diberikan oleh aparat terhadap semua masyarakat. Pelayannan
tidak menganak tirikan dan menganak emaskan keluarza, pangkat, suku bangsa,
sesame agama diperlakukan sama tanpa memandang status ckonomi hal ini
membutuhkan kejujuran dan tepo seliro; 2) Pelayanan yang diberikan harus tepat
waktunya, pelayanan oleh aparat dengan mengulur waktu dengan berbagai alas an
merupakan tindakan yang dapat mengecewakan dan menjengkelkan penumpang
sehingga pelayanan yang diberikan dapat memberikan kepuasaan para pelanggan;
3) Pelayanan harus merupakan pelayanan yang berkesinambungan. Dalam hal ini
berarti kereta api harus selalu siap untuk memberikan pelayanan kepada yang
membutuhkan pelayanan; 4) Pelayanan yang diberikan memenui jumlah barang

dan jasa; 5) Pelayanan merupakan pelayanan yang selalu meningkatkan Kualitas

dan penampilannya.

Menurut Moenir (1992 : 196 ) agar pelayanan dapat memuaskan Kepada

orang lain atau sekelompok orang yang dilayani, maka dalam hal ini pegawai
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harus dapat memenuhi persyaratan pokok yaitu, tingkah laku yang sopan, cara
pencapatan sesuatu yang berkaitan dengan apa yang seharusnya diterima oleh
orang yang bersangkutan, waktu penyampaian yang tepat dan keramah tamahan.
Pelayanan yang diberikan oleh satu organisasi yang bergerak dibidang pelayanan
terhadap masyarakat banvak dipengaruhi oleh faktor sumber daya yang tersedia.
Pelavanan vang diharapkan tentunya pelayanan vang dapat memberikan rasa puas
bagi si penerima tersebut.

Tjiptono (2002: 38) berpendapat bahwa secara garis besar ada empat unsur
pokok dalam konsep service excellence yaitu unsure kecepatan, ketepatan,
keramahan. dan kenvamanan. Keempat komponen tersebut merupakan satu
kesatuan pelavanan yang terintegrasi, maksudnya pelayanan atau jasa menjadi
tidak excellence bila ada yang kurang. Setiap karyawan harus memiliki
keterampilan tertentu, diantaranya berpenampilan baik, bersikap ramah,
memeperlihatkan gairah kerja dan sikap selalu siap untuk melayani, tenang dalam
bekerja, tidak tinggi hati karena merasa dibutuhkan, menguasai tugas/pekerjaan
vang berkaitan dengan bagian atau departemennya maupun bagian lainnya,
mampu berkomunikasi dengan baik, bisa memahami bahasa isyarat pelanggan,
dan memiliki kemampuan menangani keluhan-keluhan pelanggan secara

profesional. Bila hal tersebut dilakukan, maka organisasi/perusahaan yang

bersangkutan akan dapat meraih manfaat besar, terutama kepuasan loyalitas

pelanggan semakin besar. Namun dari berbagai kegiatan pelayanan kedalam

tersebut. banvak yang berdampak pada pelayan keluar baik langsung maupun

tidak langsung. Artinya jika pelayan kedalam cukup baik. lancer dan tertib. maka

dapat diharapkan bahwa pelayanan keluar akan tertib, lancer dan baik.
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Menurut Moenir (1992 1 41) bahwa masyarakat sebagai pihak yang ingin
memperoleh pelayanan yang baik, maka perlu perwujudan pelayanan yang
didambakan ialah:1) Adanya kemudahan dalam pengurusan kepentingan dengan
pelayanan  yang  cepat tanp  adanya  hambatan-hambatan  yang  dibuat; 2)
Memeperoleh pelayanan secara wajar yang merupakan hak yang berkepentingan;
3) Mendapatkan perlakuan yang sama pelayanan terhadap Kepentingan yang sama
tertib.d an tidak pandang bulu; 3) Pelayanan yang jujur dan terus terang; 4)
Pelayanan yang jujur dan terus terang terutama dalam menghadapi masalah-
masalah yang wlah atau akan dihadapi.

Adapun faktor-faktor yang mendukung pelaksanaan pelayanan sebagai mana
dikemukakan Moenir (1992 : 123-127) adalah; 1) Faktor kesadaran, vaitu
kesadaran para pejabat serta petugas yang berkecimpungan dalam kegiatan
pelayvanan. Kcsadannlpcga“mipudascguhlﬁngkman1crhaduplugusyangn1tﬂﬂadi
tanggung jawabnya, membawa dampak sangat positif’ terhadap organisasi. ini
akan menjadi sumber kesungguhan dan agisiplin dalam melaksanakan tugas,
sehingga hasilnya Jdapat diharapkat memenuhi standar yang telah ditetapkan; 2)
Faktor aturan, yaitu aturan dalam organisasi yang menjadi landasan kerja
pelayanan. Aturan mutlak kebenarannya agar organisasi dan pekerjaan dapat
berjalan teratur dan terarah. Oleh karena itu aturan ini harus dipahami oleh
organisai yang berkepentingan; 3) Faktor Organisasi, yaitu merupakan alat serta
yang memungkinkan berjalannya mekanisme kegiatan pelayanan dalam usaha
pencapaian tujuan. Faktor oreanisasi yaitu pendapatan pegawai yang berfungsi
ai pendukung pelaksanaan pelayanan. Pendapatan yang cukup akan

sebag

memotivasi pegawai dalam melaksanaan pekerjaan yang baik; 4) Faktor
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keterampilan  petugas, yaitu  kemampua  dan keterampilan petugas - dalam
melaksanakan pekerjaan. Dalam manajerial, ada tiga  keterampilan yang harus
dimiliki yaitu kemampuan manajerial, kemampuan teknis, dan kemampuan
membuat konsep; 5) Faktor sarana, yaitu sasaran yang diperlukan dalam
pelaksanaan tugas atau pekerjaan pelayanan. Sarana ini melipuli peralatan,
perlengkapan, alat bantu dan fasilitas lain vang melengkapi fasilitas komunikasi
dan segala kemudahan lainnya.

Selanjutnya Ratminto dan Atik (2005 : 24), mengatakan bahwa faktor-faktor
yang mempengaruhi pelayanan, adalah; 1) Faktor proscdur pelayanan, yaitu
faktor pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan pencrimaan pelayanan
termasuk pengaduan; 2) Faktor waktu penyelesaian, yaitu faktor waktu
penyelesaian yang ditetapkan sejak saat pengajuan  permohonan sampai dengan
pelayanan termasuk pengaduan yang teratur dan terarah; 3) Faktor biaya
pelayanan, yaitu biaya/tarif pelayanan termasuk rinciannya yang ditetapakn dalam
proses pemberian pclayanan; 4) Fakior produk pelayanan, yaitu hasil pelayanan
yang akan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan; 5) Faktor
sarana dan prasarana, yaitu sarana dan prasarana pelayanan yang memadai
ketemuan yang telah ditetapkan; 5) Faktor kompetensi petugas pemberi
pelayanan, yaitu faktor kompetensi petugas pemberi pelayanan harus ditetapkan

dengan tepat berdasarkan pengetahuan, keahlian, keterampilan sikap dan perilaku

yang dibutuhkan.

Menurut Hessel (2005 : 223) dalam pelayanan terdapat faktor pendukung vang

mempengaruhi pelayanan, yaitu; 1) Yang bersifat internal organisasi, meliputi a)

Kewenangan direksi; b) Sikap yang bertoleransi terhadap perubahan; ¢) Etika
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organisasi: d) Sistem insentif; ¢) Semangat kerjasama; dan 2) Yang bersifat

cksternal organisasi, yang meliputi, a) Budaya politik ; b) Dinamika dan

perkembangan politik ; ¢) Pengelolaan konflik lokal : d) Kondisi social ekonomi
«¢) Control yang dilakukan masyarakat dan organisasi.

Dari uraaian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa pclayanan publik
adalah suatu bentuk kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh aparal/instansi
dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat baik yang berupa barang

maupun jasa sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada dalam memberikan

pelayanan kepada publik.
2.6.3 Prinsip-prinsip Pelayanan Publik

Dalam keputusan MENPAN Nomor 63 Tahun 2003 disebutkan bahwa
penyelenggaraan pelayanan harus memenuhi beberapa prinsip sebagai berikut :
a. Kesederhanaan

Prosedur pelayanan publik tidak berbelit-belit, mudah dipahami dan
mudah dilaksznakan
b. Kejelasan.
Kejelasan ini menyangkut kejelasan dalam hal :
1) Persyaratan teknis dan administrative pelayanan publik.

2) Unit kerja atau pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab

dalam memberikan pelayanan dan penyelesaian persoalan dalam

pelaksanaan pelayanan.

3) Rincian biaya pelayanan publik dan tata cara pembayaran.
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Kepastian Hukum

Pelaksanaan pelayanan dapat diselesaikan dalam Kurun waktu yang telah
ditentukan

Akurasi

Produk pelayanan publik diterima dengan benar, tepat dan sah.
Keamanan.

Proses dan produk pelayanan publik memberikan rasa aman dan kepastian
hukum.

Tanggung jawab

Pimpinan penyelenggara pelayanan publik atau pejabat yang bertanggung
jawab atas  penyelenggaraan pelayanan can penyelesaian keluhan atau
persoalan dalam melaksanakan  pelayanan publik.

Kelengkapan saran dan prasarana

l'ersedianya sarana dan prasarana kerja. peralatan kerja dan pendukung
lainnya yang wemadai termasuk penyediaan sarana dan prasarana
teknelogi komunikasi dan  informatika (telematika)

Kenyamanan

Lingkungan pelayanan harus tertib dan tersedianya sarana dan prasarana yang

memadai.
Dari penjelasan tentang prinsip-prinsip pelayanan di atas dapat disimpulkan

bahwa tujuan dari pelayanan publik adalah memuaskan sesuai dengan

keinoinan masyarakat atau pelanggan pada umumnya dengan mengert
bagaimana memberikan pelayanan yang baik sesuai dengan prinsip-prinsip

pelayanan yang ada. Dengan kata lain, prinsip-prinsip pelayanan digunakan



sebagai acuan bagi pegawai dalam memberikan pelavanan kepada publik,
Selain 1t prinsip-prinsip pelayanan dapat memudahkan masyvarakat dalam
menilai Kinerja par aparat pemerintah dalam memberikan pelayanan Kepada

mereka.
2.6.4 Pengertian Pelayanan Prima

Menurut Boediono (2003:62) pelayanan prima adalah pelayanan yang
bermutu yang dapat meningkatkan kepuasan yaitu dengan cara @ DMeningkatkan
mutu dan produktivitas pelaksanaan tugas dan tungsi instansi pemerintah i
bidang pelayanan umum. 2) Mendorong upava mengefektifkan sistem dan tata
laksana pelayanan. sehingga pelayanan umum dapat diselenggarakan secara
lebih berdaya guna dan berhasil guna mendorong tumbuhnya Kreativitas prakarsa
dan peran serta masyarakat dalam membangun meningkatkan Kescjahteraan
masvarakat luas.

Sedangkan menurut Sugiarto (1991:130), pelayanan prima adalah upaya
vang mampu diberikan oleh setiap petugas pelayanan untuk memenuhi harapan
dan kebutuhan masyarakat sehingga tercapai suatu kepuasan,

Syahril (1991:256) berpendapat bahwa pelayanan yang dapat memberikan
kepuasan pada masyarakat mengandung tiga unsur ; 1) Terdapat pelayanan yang
sama dan merata, tidak adanya diskriminasi yang diberikan aparat kepada semua
masyarakat. Pelayanan tidak menganak tirikan dan menganak emaskan keluarga,
pangkat, suku bangsa. agama. dan tanpa memandang status ekonomi. Hal yang
membutuhkan kejujuran dan tenggang rasa dari pthak pegawai suatu instansi; 2

v ane diberikan harus tepat waktu, pelavanan vang diberikan aparat
elayanan yang : I
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yang mengulur waktu dengan berbagai alasan merupakan tindakan yang dapat

mengecewakan masyarakat. Mereka yang membutuhkan secepat  mungkin
diselesaikan akan mengeluh kalau tidak segera dilayani. Lagi pula jika mereka
mengulur waktu tentunya merupakan beban untuk  tahap sclanjutnya karena
seiring dengan makin banyaknya tugas yang harus diselesaikan; 3) Pelayanan
harus merupakan pelayanan yang berkesinambungan. Hal ini berarti pegawai
harus selalu siap untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat vang
membutuhkan bantuan. Pegawai tidak harus terikat peraturan yang berlaku bila
masyarakat membutuhkan bantuan di luar jam dinas, dengan demikian aparat
dituntut untuk mampu dan wajib memberikan pelayanan yang diharapkan
masyarakat.

Menurut Abdullah (2001:9), pelayanzn prima merupzkan totalitas pelayanan
yang diberikan suatu perusahaan, dilakukan secara sadar, terpadu (harus
dilakukan oleh seluruh pegawai) dan konsisten (mutu pelayanan setiap unit harus
saina/ standar) dengan mengacu pada standar kualitas pelayanan yang setinggi-
tingginya dengan maksud untuk memuaskan kebutuhan pelanggan.

Menurut Barata (2004:27), Pelayanan prima adalah kepedulian kepada
pelanggan dengan memberikan layanan terbaik untuk memfasilitasi kemudahan
pemenuhan kebutuhan dan mewujudkan kepuasannya, agar mereka selalu royal
kepada perusahaan. Barata (2004:31) Dalam memberikan pelayanan yang prima
sebagai usaha untuk mencapai kepuasan pelanggan, pihak perbankan dapat
berpedoman pada variabel pelayanan prima. Variabel Pelavanan Prima tersebut

ialah kemampuan (4bility), sikap (Attitude), penampilan (Appearance), perhatian

(Attention), tindakan (Action), dan tanggung jawab (Accounttability).
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Pelayanan prima merupakan terjemahan dari istilah “Excellent Service” yang
secara harafiah berarti pelayanan yang sangat baik atau pelayanan yang terbaik.
Discbut sangat baik atau terbaik karena sesuai dengan standar pelayanan yang
berlaku atau dimiliki oleh instansi yang memberikan pelayanan. Apabila instansi
pelayanan belum memiliki standar pelayanan, maka pelayanan disebut sangat
baik atau terbaik atau menjadi prima manakala dapat alau mampu memuaskan
pihak yang dilayani (pelanggan). Jadi pelayanan prima dalam hal ini sesuai
dengan harapan pelanggan.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan apabila semua teori-tcori para ahli
tersebut telah terlaksana di instansi pemerintah maka masyarakat berpersepsi

positif terhadap citra pemerintah selaku pihak yang melayani masyarakat.
2.7. Unsur-unsur dan ciri —ciri Pelayanan Publik

Bharata (2004 :11) mengatakan ada empat penting  dalam proses
pelayanan public, yaitu, a) penyedia pelayanan, yaitu pihak yang dapat
memberikan suatu layanan tertentu kepada konsumen, baik berupa layanan
dalam bentuk penyediaan dan penyerahan barang (goods) atau jasa jasa
(services). b) pencrima layanan, yaitu mercka yang disebut  sebagai
konsumen(costumer), yang menerima berbagai layanan dari penyedia layanan,
c)jenis layanan, yaitu layanan yang dapat di berikan oleh penyedia layanan
kepada pihak yang membutuhkan layanan, d) kepuasan pelanggan, dalam
memberikan pelayanan, penyedia layanan harus mengacu pada tujuan atau

utama pelayanan, yaitu kepuasan pelanggan. Hal ini sangat penting dilakukan
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karena tingkat kepuasan yang diperoleh para pelanggan itu biasanya sangat
berkaitan erat dengan standar kulitas barang atau jasa yang mereka nikmatin.
Kasmir (2006:245) mengemukakan ciri-ciri pelayanan public yang baik
adalah memiliki unsur sebagai berikut: 1) tersedianya karyawan yang baik, 2)
tersedianya sarana dan prasarana yang baik, 3) bertanggung jawab kepada setiap
nasabah, 4) mampu melayanin sccara cepal dan tepat, 5) mampu berkomunikasi
6)membrikan jaminan kerahasiaan setiap transaksi 7) memiliki pengetahuan dan
kemampuan yang baik, 8) berusaha memahamin kebutuhan nasabah
(pelanggan), dan 9) mampu memberikan kepercayaan kepada nasabah

(pelanggan
2.7. Konsep Lalu Lintas daa Angkutan jalan
2.7.1.Pengertian Lalu Lintas

Berdasarkan Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan dijelaskan bahwas Lalu Lintas adalah sebagai gerak kendaraan
dan orang di ruang lalu lintas jalan. Ruang Lalu Lintas Jalan adalah prasarana
yang diperuntukkan bagi gerak pindah kendaraan, ofang, dan/atau barang yang
berupa jalan dan fasilitas pendukung seperti alat alat dan rambu-rambu: lalu lintas,
yang dapat mengatur ruang gerak kendaraan dan angkutan jalan.

Menurut djajoesman (1976:50) mengemukakan bahwa secara harfia lalu lintas
diartikan sebagai gerak (bolak balik) manusia atau barang dari satu tempat
ketempat lainnya dengan menggunakan sarana jalan umum. Dengan demikian

lalu lintas adalah merupakan gerak lintas manusia dan atau barang dengan
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menggunakan barang atau ruang di darat, baik dengan alat gerak ataupun kegiatan
lalu lintas di jalan yang dapat menimbulkan permasalahan seperti terjadinya kece-

lakaan dan kemacetan lalu lintas.

Gambar 2.1

Sistem Komponen dalam Lalu Lintas

( Manusia J
& N
r Kendasaan ] e [ Lalan J

Sumber :UU Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

a. Manusia

Manusia merupakan salah satu unsur dalam lalu lintas yang spesifik, artinya
setiap individu mempunyai komponen fisik dasar tertentu dan nonfisik yang
barangkali berbeda antara satu dengan yang lainnya.Manusia juga berperan

sebagai pengemudi atau pejalan kaki dan mempunyai keadaan yang berbeda-

beda.

. Kendaraan

Kendaraan digunakan dan atau digerakkan oleh manusia atau
pengemudi.Kendaraan berkaitan dengan kecepatan, percepatan, perlambatan,
dimensi dan muatan yang membutuhkan ruang lalu lintas. Menurut Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Tahun 1993 tentang kendaraan dan pengemudi

tanggal yang merupakan turunan dari Undang-undang tahun 1992 tentang lalu
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lintas dan angkutan jalan, jenis kendaraan bermotor di bagi menjadi; 1) Sepeda
motor; 2) Mobil bus; 3)Mobil barang; 4) Kendaraan Khusus.

Jalan

(27

Jalan adalah lintasan yang di rencanakan dan di peruntukkan kepada pengguna
kendaraan bermotor dan tidak bermotor termasuk pejalan kaki.Jalan dalam lalu
lintas adalah yang digunakan untuk mengalirkan aliran lalu lintas dengan
lancar, aman dan mendukung beban muatan kendaraan.
Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa lalu lintas adalah gerak kendaraan
manusia dan atau barang dengan menggunakan barang dan manusia atau
ruang di darat, baik dengan alat gerak ataupun kegiatan lalu lintas di jalan yang

dapat menimbulkan permasalahan
2.7.2 Pengertian Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Berdasarkan Undang undang nomor 22 tahun 2009 lalu lintas dan
angkutan jalan yaitu sebagaimana lalu lintas adalah gerak kendaraan dan orang di
ruang lalu lintas sedangkan angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang
dari satu tempat ke tempat lain dengan mengunakan kendaraan di ruang lalu
Lintas .

Maka lalu lintas dan Angkutan jalan adalah kesatuan system yarg terdiri atas lalu
lintas, angkutan jalan, jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, prasaran lalu lintas
dan angkutan, pengemudi, pengguna jalan serta pengelolanya.

Dari uraian di atas maka di simpulkan lalu lintas dan angkutan jalan adalah gerak

pindah orang maupun kendaraan barang dan jasa dari suatu tempat ke tampat lain

melalui kendaraan serta pengemudinya.
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2.7.3. Volume Arus Lalu lintas

Menurut Sukirman (1994) Volume lalu lintas adalah banyaknya kendaraan
yang melewati suatu titik atau garis lertentu pada suatu penampang mclintnng
Jalan.Data pencacahan volume lalu lintas adalah informasi yang diperlukan untuk
fase perencanaan, desain, manajemen sampai pengoperasian jalan,

Menurut Sukirman (1994), volume lalu lintas menunjukan jumiah kendaraan
yang melintasi satu titi pengamatan dalam satu satuan waktu (hari, jam, menit).
Sehubungan dengan penentuan jumlah dan lebar jalur, satuan volume lalu lintas
yang umum dipergunakan adalah lalu lintas harian rata-rata, volume jam
perencanaan dan kapasitas. Jenis kendaraan dalam perhitungan ini diklasifikasi
kan dalam 3 macam kendaraan yaitu; 1) Kendaraan Ringan (Light Vechicles =
LV); Indeks urntuk kendaraan bermotor dengan 4 roda (mobil penumpang), 2)
Kendaraan berat ( Heavy Vechicles = HV); Indcks untuk kendaraan bermotor
dengan roda lebih dari 4 ( Bus, truk 2 gandar, truk 3 gandar dan kombinasi yang
sesuai), 3) Sepeda motor (Motor Cycle = MC); Indeks untuk kendaraan bermotor
dengan 2 roda.

Kendaraan tak bermotor (sepeda, becak dan kereta dorong), parkir pada
badan jalan dan pejalan kaki anggap sebagai hambatan samping,.
a) Kecepatan

Dalam MKIJI, (1997) dijelaskan bahwa Kecepatan lalu lintas didefinisikan
sebagai suatu laju pergerakan, seperti jarak per satuan waktu, umumnya dalam
km/jam. Kecepatan sendiri dibagi menjadi 2 (dua) jenis vang dibedakan
berdasarkan cara perhitungannya, yaitu Kecepatan arus bebas dan kecepatan

perjalanan.



Datan MRJL (1997) Recepatan arus bebas (FV) didefinisikan sebagai

Kecepatan pada tingkat ars 0 (nol), yaitn keeepatan vang  akan  dipilih

pengemndi jika mengendarai Kendaraan  bermotor  tanpa dipengaruhi oleh
Rendaraan bermaotor lain di jalan,
) Waktu Perjalanan

Dalam MRIU (1997), Wakuw petialanan adalah wakiun aiasmia vang
dibutuhkan kendaraan untuk  melewati ruas Jalan  dengan  panjang  tertentu
termasuk semua hambatan perjalanan (detik/smp).
Menurut Ofzar Tamin, (2000:683) besarnya waktu tempuh pada suatu ruas jalan
sangat tergantung dari besarnya arus dan kapasitas ruas jalan tersebut.
<) Kepadatan

Kepadatan adalah jumlah kendaraan yang menempati suatu panjang stertentu
dari lajur atau jalan, dirata-ratakan terhadap waktu, Kepadatan ruas jatan dapat
diukur dengan cara survai input-output, yaitu dengan cara menghitung jumlah
kendaraan yang masuk dan keluar pada satu potongan jalan pada suatu periode

waktu tertentu,
2.7.4 Pengelompokan Jalan

Menurut Undang-Undang Republik Indozesial Nomor 38 pasal 7 sampai
dengan pasal 10 bagian kedua Tahun 2004 tentang Jalan, jalan uwmum
dikelompokkan ke dalam sistem jaringan jalan, fungsi jalanstutus jalan.

a.  Sistem jaringan jalan
Sistem jaringan jalan terdiri dari sistem jaringan jalan primer dan sistem

jaringan jalan sekunder. Definisi kedua sistem jaringan jalan tersebut
‘\ c I . -~
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meliputi ; 1) Sistem jaringan jalan primer adalah sistem jaringan jalan dengan
peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk pengembangan semua
wilayah di tingkat nasional, dengan menghubungkan semua simpul jasa
distribusi yang berwujud pusat-pusat kegiatan; 2) Sistem jaringan jalan
sekunder adalah sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan distribusi
barang dan jasa untuk masyarakat di dalam kawasan perkotaan

.Fungsi jalan

Jalan umum menurut fungsinya terbagi atas Jalan Arteri, Jalan Kolektor,
Jalan Lokal dan Jalan Lingkungan yaitu meliputi ;1) Jalan Arteri adalah jalan
umum yang berfungsi melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak
Jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah jalan masuk dibatasi secara
berdaya guna ; 2) Jalan Kolektor adalah jalan umum yang berfungsi melayani
angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang,
kecepatan ratarata sedang, dan jumlah jalan masuk dibatasi ; 3) Jalan Lokal
adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan setempat dengan ciri
perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah, dan jumlah jalan masuk
tidak dibatasi.

Status jalan

Jalan umum menurut statusnya terbagi atas jalan nasional, jalan provinsi,
jalan kabupaten, jalan kota dan jalan desa dijelaskan bahwa yaitu;1) Jalan
nasional merupakan jalan arteri dan jalan kolektor dalam sistem jaringan
jalan primer yang menghubungkan antaribukota provinsi. dan jalan strategis
nasional, serta jalan tol ; 2) Jalan provinsi merupakan jalan kolektor dalam

sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan ibukota provinsi dengan



1ibukota kabupaten/kota. atau antaribukota kabupaten/kota. dan jalan strategis
provinst : 3) Jalan kabupaten merupakan jalan lokal dalam sistem jaringan
jalan primer (diluar jalan nasional dan jalan provinsi). vang menghubungkan
tbukola kabupaten dengan ibukota kecamatan aniaribukoiz kecamatan.
ibukota kabupaten dengan pusat kegiatan lokal. antarpusat kegiatan lokal.
serta jalan umum dalam sistem jaringan jalan sckunder daiam wilayvah
kabupaten. dan jalan strategis kabupaten ; 4) Jalan kota adalah jalan umum
dalam sistem jaringan jalan sekunder vang menghubungkan antarpusat
pelavanan dalam kota. menghubungkan pusat pelayanan dengan persil.
menghubungkan 11  antarpersil. serta menghubungkan  antarpusat
permukiman yang berada di dalam kota : 3) Jalan desa merupakan jalan
umum yang menghubungkan kawasan dan/atau antar permukiman di dalam

desa. seria jalan lingkungan.
2.7.4 Pembinaan Lalu lintas

Menurut Mathis (2002:112), pembinaan adalah suatu proses dimana
orang-orang mencapai kemampuan tertentu untuk membantu mencapai tujuan
organisasi. Pemhinaan adalah suatu proses yang berkesinambungan dan tidak ada
rencana pembinaan bersifat final, tetapi selalu merupakan bahan untuk diadakan
perbaikan. Oleh karena itu pembinaan bukan merupakan hasil daripada proses
perencanaan, tetapi hanya sebagai laporan sementara (interiwn report). Hasil
pembinaan adalah spesifikasi dari tujuan-tujuan/sasaran-sasaran target dari
perencanaan yang ditentukan dengan apa yang ingin dicapai. dan bagaimana

mencapainyva. Pada suatu deretan. fakia-fakta dan pandangan untuk waktu yang
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akan datang, maka harus menyimpulkan apa yang akan mempengaruhi tujuan dart
kegiatan tersebut.

Pembinaan lalu lintas adalah pengarahan yang di lalukan oleh seorang menejer
kepada orang lain untuk memberikan suatu kerangka pola piker yang lebih baik
dalam berlalu lintas , yang akan meningkatkan kesadaran seseorang dalam berlalu

lintas yang baik sesuai berlakunya sebuah peraturan .

2.7.5 Masalah Lalu Lintas

Adapun beberapa masalah yang sering ada dalam lalu lintas adalah
kemacetan. Kemacetan dapat disebabkan oleh sarana dan prasarana yang masih
terbatas, manajemen lalu lintas yang belum atau tidak berfungsi secara optimal
dan semestinya dan beberapa masalah pemanfaatan sebagian ruas jalan yang
mengakibatkan adanya hambatan-hambatan samping pada jalan yang sering
mengganggu aktifitas dan kenyamanan dalam lalu lintas. Terjadinya kemacetan
pada lalu lintas maka dapat menyebabkan terhambatnya proses aktifitas

masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi, pendidikan danlain-lain
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BAB 111

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penclitian yang digunakan dalam penclitian skripsi ini adalah
melalui pendekaatan metode  deskriptif dengan menggunakan analisis data
kualitatif, yaitu dengan menggambarkan kenyataan atau kejadian yang ada di
lapangan, dan melakukan pendataan wawancara dari instansi terkait dan/atau
masyarakat .

Penyusun menjadikan peran sektor pelaksanaan kebijakan public olch
pihak pihak yang berwenang yang bertempat di Kota Kisaran, yaitu Dinas
Perhubungan Kabupaten Asahan sebagai objek untuk mendapatkan informasi
dan data schingga dapat di kelola menjadi data yang sifatnya seperti wawancara

dan catatan lapangan.
3.2 Kerangka Konsep

Konsep yang akan dibahas dalam penclitian ini adalah bagaimana

Implementasi Peraturan Bupati Asahan Nomor 67 Tahun 2018 dalam rangka

Pelayanan Lalu lintas dan Angkutan Jalan di kawasan Kota Kisaran. untuk dapat

menjelaskan konsep tersebut maka kerangka konsep dirangkum dalam sebuah

gambar yang mewakili pola pemikiran sebagai berikut :



Gambar 3.1
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KERANGKA KONSEP IMPLEMENTASI KEBIJAKAN
PERATURAN BUPATI ASAHAN NOMOR 67 TAHUN 2018

ﬂcralumn Bupati Asahan Nom

Tahun 2018 tentang Pengaturan
Penggunaan Jaringan Jalan dan
gerakan Arus Lalu Lintas di
Kawas an Kota Kisaran;

- Tujuan kebijakan (mewujud
kan pelayanan LLAJ);

- Jaringan jalan yg memiliki
peranan Pelayanan Distribusi
barang dan jasa;

- Pembinaan LLAJ dilaksana

\kan dgn prinsip koordinasi. //

A

feedlback

~N

( Terwujudnya pelayanan lalu
lintas dan angkutan jalan yang
tertib aman lancer dan beretika

serta dapat mendorong
pertumbuhan dan perkembangan

7 N

G)ses Implementasi Kebijakam

Peraturan Bupati Asahan No.
67 Tahun 2018; dengan pokok
kajian:

a. Adanya tujuan dan sasaran
dalam mengimplementasikan
kebijakan Peraturan Bupati
Asahan;

b. Adanya Prosedur (SOP)
dalam mengimplementasikan
kebijakan;

c. Adanya Model/Pendekatan
dalam mengimplementasi-
kan kebijakan;

d. Adanya pelayanan Distribusi
barang dan jasa Angkutan;

¢. Adanya Pembinaan yang
dilakukan olch Dishub dan

\Instansi Kepolisian. j

\ pemabungan wilayah kota ‘

3.3. Defenisi Konsep

Untuk mempermudah dan meletakkan konsep dalam dataran operasional

yang dapat diukur, maka akan dibuat beberapa definisi konsep yaitu :

cmmnieisietii
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Implementasi adalah suaty proses pelaksanaan kebijakan yang telah di
tetapkan, implementasi dapat di artikan sebagaisuatau aktivitas yang

berkaitan dengan penyelesaian suatu pekerjaan dengan penggunaan sarana

(alat) untuk memperoleh hasil.

b. Implementasi kebijakan adalah serangkaian tindakan/kegiatan yang
diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu
lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-
kesulitan)  dan  kemungkinan-kemungkinan  (kesempatan-kesempatan)
dimana kebijakan tersebut diusulkan agar berguna dalam mengatasinya
untuk mencapai tujuan yang dimaksud.

c. Implementasi Kebijakan Publik adalah melakukan apa-apa yang di
perintahkan dan mengontrol urutan tahapan dalam sebuah sistem dan
mengembangkan sebuah program control yang meminimalkan konflik dan
deviasi dari tujuan yang telah .

d. Pelayanan adalah usaha untuk membsrikan banwan atau nertolongan
kepada orang lain baik maierial maupun non material agar orang lain itu
dapat mengatasi masalah sendiri.

e. Lalu Lintas dan Anzkutan Jalan adalah kesatuan system yang terdiri atas
lalu lintas, angkutan jalan, jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, prasaran

lalu lintas dan angkutan, pengemudi, pengguna jalan serta pengelolanya.

3.4 Kategorisasi

Kategcorisasi dalam penelitian ini penulis rumuskan sebagai berikut:
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a. Adanya tujuan dan sasaran dalam mengimplementasikan kebijakan Peraturan
Bupati Asahan;

b. Adanya Prosedur (SOP) dalam mengimplementasikan kebijakan;

¢. Adanya Model/Pendekatan dalam mengimplementasi- kan kebijakan;

d. Adanya pelayanan Distribusi barang dan jasa Angkutan;

¢. Adanya Pembinaan yang dilakukan oleh Dishub dan Instansi Kepolisian.

3.5. Narasumber

Narasumber dalam penclitian tentang Implementasi Peraturan Bupati
Asahan nomor 67 tahun 2018 adalah para Pejabat dan Pegawai ASN
dilingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Asahan, Aparat Kepolisian Resort
Asahan, dan Masyarakat Pengguna Jalan, yaitu;

a. Ibu : MAYRHANI S.P

Sebagai Kepala Bidang Manajemen Rekayasa Lalu Lintas Diuas
Perhubungan Kabupaten Asahan;

b. Bapak : ZAKARIA
Sebagai Kepala Seksi Bidang Manajemen Rekayasa Lalu Lintas Dinas

Perhubungan Kabupaten Asahan

Bapak : DICKY RINGO RINGO

Kepala Unit Lalu Lintas Kepolisian Resort Asahan;
d. Bapak : RANDI PRAWIRA

Sebagai mewakili masyarakat pengguna jalan

e. Ibu : [IN PRATIWI

Sebagai mewakili masyarakat pengguna jalan

@ Teknik Pengumpulan Data

/

Demi kelancaran dalam pelaksanaan kegiatan penelitian, peneliti merasa
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perlu memeperoleh  data-data yang dapat memudahkan pencliti - melakukan
penelitian. Sumber data pencelitian ini melalui data primer dan data sckunder,
a.  Data Primer
Data primer adalah data yang dari sumber penclitian dalam hal ini data
primer ini adalah data hasil wawancara yakni suatu tcknik pengumpulan data
dengan cara mengajukan pertanyaan  yang disusun dengan  berpedoman
kepada kategorisasi. Sebagai Imfarman dalam pengumpulan data tersebut
adalah para pejabat dan pegawai Dinas Perhubungan Kabupaten Asahan,
Kepolisian Resort Asahan serta Masyarakat.
b. Data Sekunder
Data sckunder merupakan bahan-bahan yang memberikan  penjelasan
mengenai bahan-bahan berupa : buku-buku, jurnal. Makalah.Artikel dan

berbagai tulisan lainnya yang menyangkut dengan penulisan ini.
3.6. Teknik Analisis Data

Menurut Miles dan Hubermann dalam Emzir (2014:129) ada tiga macam
kegiatan dalam analisis data, yaitu;
a. Reduksi Data
Reduksi data merujuk pada proses pemilihan, pemokusan,
penyederhanaan, abtraksi, dan pentransformasi “data mentah” yang terjadi

dalam catatan-catatan lapangan tertulis.

b. Model Data (Data Display)

Langkah utama kedua dari kegiatan analisis data adalah model data. Kita

i e s AT S A S e SR



mendefinisikan * » . . .
inisikan “model sebagai suatu kumpulan informasi yang tersusun yang

memperbolehkan pendeskripsian kesimpulan dan pengambilan tindakan.

¢. Menarik/Verifikasi Kesimpulan
Langkah terakhir dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan
dan verifikasi. Dalam pandangan Miles & Hubermen, penarikan kesimpulan
dalam analisis data kualitatif hanyalan bagian dari serangkaian proses
penelitian secara keseluruhan. Verifikasi maksudnya peneliti meninjau kembal:
atau mengoreksi ulang catatan-catatan data yang ia peroleh dan pemaknaan
yang ia lakukan terhadap data tersebut.
Gambar 3.2

Komiponen Analisis Data Model Interaktif

Data S

Pengumpulan
Data

Penarikan/Verivikasi
Kesimpulan

Reduksi
Data

Dalam tinjauan di atas ketiga jenis aktivitas analisis saling membentuk
suatu proses siklus interaktif. Dalam pengettian ini, analisis data kualitatif

merupakan suatu inisiatif berulang-ulang secara terus-menerus

3.7. Lokasi dan Waktu Penelitian
Penelitian ini di lakukan di Dinas Perhubungan Kabupaten Asahan dan di

Kantor Satlantas Kisaran, pada tanggal 8 Juli 2019 s/d 25 September 2019 yang
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limana dari hasil v ik
dimana dart hasil vang di kumpulkan akan di bahas di dalam kajian penelitian

ni.

T 0 SN L N
3.8. Deskripsi Lokasi Penelitian

J .
3.8.1. Gambaran umum Dinas Perhubungan Kabupaten Asahan

inace P . .. N
Dinas | erhubungan atau biasa disingkat Dishub daerah Kabupaten Asahan.

vang terletak di jalan plamboyan. provinsi Sumatera Utara. Dishub Kabupaten

Asahan memiliki tugas untuk menyelenggarakan urusan kebijakan perhubungan

atau transportasi untuk daerah Kabupaten Asahan, Sumaters Uta-a.

Adapun fungsi dari Dinas perhubungan atau biasa disingkat Dishub adalah
merumuskan Kebijakan bidang perhubungan dalam wilayah kerjanya, kebijakan
teknis bidang perhubungan. penvelenggaraan administrasi termasuk perizinan
angkutan perhubungan, evaluasi dan laporan terkait bidang perhubungan. Karna
tungsinya yang strategis bidang perhubungan, Dishub juga wenyiapkan SDM
sedini mungkin dengan sekolah-sekolah binaan bidang transportasi seperti
Sekolah Tinggi Transportasi Darat (STTD) dan lainnya.

Melalui kantor ini juga aturan terkait transportasi dimusim-musim padat seperti
mudik hari raya diatur. Dishub rutin membuat program mudik gratis baik mudik
jalur perhubungan darat, laut dan udara yang selalu bekerjasama dengan
kementerian perhubungan.

Dishub memiliki wewenang untuk memberikan izin persuratan terkait transportasi
dan perhubungan seperti urus izin usaha angkutan. izin angaaian penumpang

umum. izin anckutan barang. penerbitan lzin Trayek dan Kartu Pengawasan

A A A R T T AT N

TR
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an P . : "
Angkutan Penumpang Umum, Izin Trayek Angkutan Antar Jemput, zin Operasi
Angkutan Sewa, zin Operasi Angkutan Pariwisata, Surat Persetujuan Izin Trayek
SP >1 et .. 7
(SPIT). Izin Operasi (SP10) Angkutan Taksi Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP)

dan lainnya.

3.8.2.Visi dan Misi Dinas Perhubungan Kabupaten Asahan

a. Visi : Terwujudnya pelayanan perhubungan yang cerdas, handal dan

madiri.
b. Misi :
1) Penyelengaraan transportasi yang menajngkau seluruh  plosok
Kabupaten Asahan.
2) Menyediakan prasarana dan fasilitas yang memadai baik perhubungan
darat maupun laut.
3) Menyediakan angkutan umum yang aman dan nyaman

4) Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik .

3.8.3. Kcdudukan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan Kabupateh
Asahan.
Uraian tugas jabatan structural pada Dinas Perhubungan Kabupaten
asahan, sebagai berikut:

a. Kepala Dinas

Tugas pokok dan fungsinya: memantu Bupati melalui Sekertaris daerah

dalam menjalankan urusan pemerintahan, dalam pelaksaan kebijakan,

pengendalian, evaluasi, pelaporan, dan pelayanan .



b. Sekertaris
Tugas pokok dan fungsinya : membantu sebagaimana tugas dan fungsi kepala
dinas perhubungan dalam mengkordinasi dan melaksanakan tugas umum
dinas perhubungan.
Untuk mengerjakannya Sekertaris di bantu oleh Kepala Sub Bagian Umum
dan Kepala Sub Bagian Perencanan , Evaluasi Dan Pelaporan.

c. Kepala Sub Bagian Umum
Tugas pokok dan fungsinya: melaksanakan sebagian urusan sekertaris yang
berkaitan ~ dengan urusan  kepegawaian, keungan, tata  usaha,
perlengkapan,kerjasama, dan protocol ketatalaksaan

d. Kepala Sub Bagian Perencaan, Evaluasi. dan Pelaporan
Tugas pokok dan fungsi : penyiapan tahan rencana, program kegiatan dan
anggaran dari suatu kegiatan Dinas Perhubungan.

e. Kepala Bidang Perhubungan Darat
Tugas pokok dan fungsi: memilki tugas manajemen angkutan darat yang
meliputi pengawasan, pengendalian kelayakan kendaraaan angkutan darat.

Kepala Bidang Perhubungan Darat terbagi atas ;

1) Kepala Seksi Angkutan Darat

Tugas pokok dan fungsi: sebagaimana di atur untuk membantu sebagian
tugas kepala bidang perhubungan darat.

2) Kepala Oprasional

Tugas pokok dan fungsi : menyusun rencana oprasional penertiban

angkutan darat.

3) Kepala Seksi Laik Kendaraaan dan Perbengkelan



K

Pagas pokole dui gt melahsamalan penyiamin enca ehids din
Opragional kelayakan Kendaraan Dermotor
t Wepala Bidang Perhubimgan Uant dan S
Pagas: pokok dan fungsiiyas melaksanahan nranigemien amkutim ot din
sungai melputi pengawasan, pengendalion Tl lntas din keglitan anghutan
laut, sungan dan pelabuhag
Kepala Bidang Perhubungan Laut dan Sungad terdid
1) Kepala seksi Angkutan Laut, Sungai dan Pelabuhan
Tugas pokok dan fungsic sebagad unsoe pelaksana (pgas Kepala dang
Perhubungan kat dan sungai.
2) Kepala seksi Laik Kapal
Pugas pokok dan fungsi ¢+ pervasun eneana tekni ik kapal, moliputi
Kelayakan uji oprasional Rapal,
3) Kepala seksi Penertiban Anphutan Peraivan
Tupas poko dan fungsiz mengawasi dan penertiban anpkutan poraivan
g. Kepala bidang Manajemen Rekayasa Lalu Lintas
Tugas pokok dan fungsinya @ sebagai unsur pelaksaan sebagian tugas kepaln
dinas perhubungan yang berkaitan dengan manajemen lalu lintas,
Kepala Bidang Manajemen Rekayasa Lalu Lintas terdivi dari
1) Kepala seksi Pengendalian dan Rekayasa Lalu Lintas
Tugas pokok dan fungsi @ membantu tugas kepaly bidang manajemen
rekayasa lalu lintas berkaitan denpan pengendadian rekavasa lalu lintas,
2) Kepala seksi Sarana dan Perlengkapan Jalan

Tueas poko dan fungsi : menyediakan sarana dan perlengkapan jalan
Tugas poko 2 )
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3) Kepala seksi Parkir
Tugas pokok dan fungsi : berkaitan dengan penataan parkiran kendaraaan

bermotor.

Bagan  Skuwktur Organisasi Dinas Perhubungan kabupaten Asahan

sebagaimana tergambar dalam halaman berikut ini.
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Bagan Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Asahan
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|

BIDANG
PERHUBUNGAN DARAT

SEKSI
ANGKUTAN DARAT

BIDANG PERUBUNGAN
LAUT DAN SUNGALI

SEKSI ANGKUTAN
LAUT, SUNGAI DAN
PELABUHAN

SEKSI
OPRASIONAL

SEKSI LAIK KAPAL

SEKSI LAIK
KENDARAAN DAN
PERBENGKEILAN

SEKSI PENERTIBAN
ANGKUTAN PERAIRAN

UprPT

|
SUB BAGIAN
PERENCANAAN,
SUE BAGIAN EVALUASI DAN
UMUM PELAPORAN

BIDANG MENEJEMEN
REKAYASA LALU
LINTAS

LINTAS

SEKSI PENGENDALIAN
DAN REKAYASA LALU

BIDANG PERUBUNGAN
LAUT DAN SUNGAI

BIDANG PERUBUNGAN
LAUT DAN SUNGAI




3.8.4. Keadaan Pegawai ASN pada Dinas Perhubungan Kabupaten Asahan

Dari data yang di abil dari lokasi penelitian jumlah pegawai Dinas

or § & ) . o ’ . v
Perhubungan Kabupaten Asahan tahun 2015 -~ 2018 berjumlah 99 orang dengan

perincian sebagai berikut,

0 HH ’ : ‘o 1 \ . . oo
Keadaan Pegawai Dinas _Perhubungan Kabupaten Asabhan Bevdasarkan

NO

to

L

0O

Sumber hasil penclitian, 2019

NO

to

Sumber j;uv-'n’lé"lwiliun.ﬁ() 19

Tabel 3.1

Pangkat/Golongan Ruang

GOLONGAN/RUANG
v
11

11

[Honorer
TSK

JUMLAH

JUMLAN

t9

‘Tabel 3.2

PERSENTASE
6,8%
30%
12,7%
1,9%
7,8%
30%

C100%

Keadaan Pegawai berdasarkan Esclonisasi

FESELON

TTJUMLAN |

JUMLAN

PERSENTASE
%
28,5%
64,2%

A




Keadaan Pegawai berdasark: -
g berdasarkan Pendidikan formal yaitu sebagai berikut pada

tabel di bawah ini

Tabel 3.3

“eadac > aria )
Keadaan Pegawai Berdasarkan Pendidikan Formal

NO PENDIDIKAN JUMLAH PERSENTASE
1 Pasca Sarjana 3 5.35% 1
2 Sarjana 23 41,07%
3 Diploma 5 8.92%
4 SLTA 23 41,07%
B SLTP - 0%
0 SD 2 3,57%
o JUMLAH 56 100%

Sumber hasil penelitian, 2019
Kcadaan Pegawai berdasarkan Diklat penjenjangan dan Diklat fungsional yaitu
sebagai berikut pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.4

Keadaan Pegawai Bersarkan Diklat Penjenjangan dan Diklat Fungsional

NO DIKLAT JUMLAH PERSENTASE
1 Diklatpim 11 - 0%
2 Diklatpim 111 2 9,52%
3 Diklatpim IV 7 33,33%
4 PKB 4 19,04%
5 PPNS 3 14,28%




0

Pengadaan barang

Bendahara

JUMLAN |

sumber hasil penelitian, 2019

C14,28%
2 9,52%
21 100%
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BAB VI

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
4.1. Hasil Penelitian

Proseses penyajian data adalah suatu peroses dimana kegiatan
mengumpulkan data- data yang di butuhkan peniliti dalam melalakukan
penelitian terhadap objek yang akan di teliti. 'Dalam proses ini peneliti
mengumpulkan data beru data wawancara dan pengamatan melalui instansi
terkait dan masyrakat yang merasakan berkaitan dengan Implementasi
Peraturan Bupati Asahan nomor 67 tahun 2018 tentang Jaringan Jalan dan
Gerakan arus Lalu Lintas di kawasan kota Kisaran.

Setelah peneliti memperoleh dan mengumpulkan data-data dari
wawancara dan hasil pengamatan langsung yang di lakukan di lapangan,
peneliti kemudian melakukan analisa terhadap data-data yang di
berikan.Pada tahap ini? penulis menguraikan observasi dan juga hasil

wawancara terhadap informasi penelitian.

4.2 .Deskriftif Narasumber

Narasumber dalam penclitian ini terdiri dari pegawai kantor Dinas
Perhubungan, Apratur Resort Kepolisian, serta masyarakat. Adapun keadaan

narasumber sebagai berikut.
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Tabel 4.1

Data Narasumber Penelitian

" N()ﬂlm NAMA ] JABATAN USIA
I Mairhani | Kepala bidang (MRLL) 39 Tahun
2 | Zakaria Kepala Seksi (MRLL) 43 Tahun
3 Dicky Ringo-ringe Kepala Unit Satlantas 38 Tahun
4 Rendy Prawira Masyarakat 29 Tahun
5 lin Pratiwi Masyrakat 46 Tahun

4.1.2 Hasil Wawancara

a. Adanya tujuan dan sasaran dalam mengimplementasikan kebijakan
Peraturan Bupati Asahan;

Berdasarkan wawancara dengan ibu Mairhani sebagai Kepala Bidang
Manajemen Rekayasa Lalu Lintas pada hari Kamis tanggal 3 Sentember 2019
dalam hubungan dengan pertanyaan bagaimana Dinas Perhubungan Kabupaten
Asahan daiam mengimplementasi Peraturan Bupati Asahan Nomor 67 Tahun
2018, beliau mengatakan bahwa dalam mengimplementasikan dengan cara
melalakukan sosialisasi aturan tersebut dengan suatu sarana radio milik daerah
kabupaten Asahan, dan dengan melalui kerjasama antar pihak instansi terkait.
Kemudian mengenai pertanyan apa tujuan Dinas Pehubungan Kabupaten
Asahan dalam implementasi kebijakan Peraturan Bupati Asahan Nomor 67

Tahun 2018. beliau mengatakan bahwa tujuan dinas dalam mengimplementasi



56

wraturan walt Asahan vai . : - ,
peraturan Bupati Asaban vait untuk mewujudkan pelayanan di bidang Lalu

Lantas aman ertib dan langer. Remudian dalam kaitan dengan pertanyaan

mengenar apakah - sasaran yang di wju untuk mencapai dari tujuan

mplementasi  pecaturan bupati asahan nomor 67 tahun 2018, behau

mengatakan babea sasaran yang dituju adalah masyarakat selaku pengguna
1k dan prasana xang elah di pasang.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Zakaria Sitepu sebagai Kepala
Seksi Menejemen Rekavasa Lalu Lintaspada hari Kamis tanggal 3 September
2019 dalam hubungan  dengan pertanyaan mengenai bagaimana Dinas
pechubungan Kabupaten asahan dalam mengimplementasi peraturan bupati
asahan nomor 607 whan 2018, beliau mengatakan  bahwa  dalam
mengimplementasikan: Peraturan Bupati Asahan dengan cara melalakukan
sostalisasi aturan tersebut dengan suatu sarana radio milik daerah kabupaten
Asahan, agar masyarakat dapat mengetahui - kebijakan ini, kemudian dalam
hubungannya dengan pertanyaan mengenai apa tujuan Dinas Pehubungan
Kabupaten Asahan dalam implementasi kebijakan Peraturan Bupati Asahan
Nomor 67 Tahun 2018, beliau mengatakan bahwa tujuannya untuk
mewujudkan pelayanan di bidang Lalu Lintas amanr tertib dan lancer, sesuai
dengan tujuan Peraturan Bupati Asahan nomor 67 tahun 2018, selanjutnya
mengenai pertanyaan apakah sasaran yang di tujuan untuk mencapai dari
tujuan implementasi peraturan bupati asahan nomor 67 tahun 2018, belaui

mengatakan bahwa sasaran yang dituju adalah sumberdaya manusia yang ada

di kota Kisaran
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b. Adanya Prosedur (SOP) dalam mengimplementasikan kebijaknn;

Berdasarkan wawancara dengan ibu Mairhani sebagai Kepala Bidang
Manajemen Rekayasa Laly Lintas pada hari Kamis tanggal 3 September
2019 dalam hubungan dengan pertanyaan bagaimana tahapan yang di
lakukan dinas perhubungan dalam mengimplementasikan — kebijakan
peraturan bupati asahan nomor 67 tahun 2018 beliau mengatakan bahwa
tahapan yang dilakukan dalam implementasi kebijakan yaitu dengan melalui
kerjasama dengan Aparat Resort Kepolisian Kabupaten Asahan dengan
melakukan proses koordinasi, pengawasan dilapangan, dan memantau setinp
pergerakan pengguna prasarana Jalan. Kemudian dalam kaitannya dengan
pertanyaan mengenai bagaimana mekanisme dalam pelaksanaan prosedur
oprasional dinas perbungan dalam mengimplemnetasikan kebijakan Bupati
Asahan, beliau mengatakan bahwa mekanisme yang dijalankan, pertama
dengan melakukan rapat kordinasi di dalam forum lalu lintas dan angkutan
Jjalan, kedua mengadakan pengatur jadwal sosialisasi untuk masyarakat, dan
ketiga dengan melakukan pengawasan secara bersama dengan inasi terkait
pada titik-titik tertentu. Selanjutnya mengenai pertanyaan bagaimana (SOP)
dalam memberikan pelayanan distribusi ungkutan barang dan jasa, beliau
mengatakan bahwa SOP dilaksanakan, pertama melalui survey primer di
lapangan untuk mengetahui kondisi lalu lintas pada lokasi yang di pantau,

kedua dengan melakukan pemisahan angkutan berat dan barang atau jasa

agar tidak terjadi kemacetan lalu lintas, sehingga masyarakat (etap berjalan
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dengan Iancar,.contohnyu penggunaan jalan Ringroad untuk pengguna
angkutan berat.

Berdasarakan wawancara dengan bapak Zakaria Sitepu sebagai
Kepala Seksi Manajemen Rekayasa Lalu Lintas pada hari Kamis 3
September 2019 dalam hubungan dengan pertanyaan bagaimana tahapan
yang di lakukan Dinas PPerhubungan dalam mengimplementasikan kebijakan
Peraturan Bupati Asahan Nomor 67 Tahun 2018, beliau mengatakan bahwa
tahapan yang dilakukan Dinas Perhubungan dengan cara bekerjasama
dengan Resort Kepolisian Kabupaten Asahan dengan proses kordinasi,
pengawasan dilapangan. Kemudian dalam kaitanya mengenai pertanyaan
bagaimana mekanisme dalam pelaksanaan prosedur oprasional Dinas
Perbungan dalam mengimplemnetasikan kebijakan Bupati Asahan, beliau
mengatakan bahwa di dalam mekanisme prosedur oprasional Dinas
Perhubungan pertama dengan melakukan rapat kordinasi di dalam forum
lalu lintas dan angkutan jalan, kedua dengan mengahadiri jadwai sosialisasi
untuk masyrakat ketiga dengan nielakukan pemzntauan. Kemudian
hubungan dengan kaitan pertanyaan tentang bagaimana (SOP) dalam
memberikan  pelayanan distribusi angkutan barang dan jasa, beliau
mengakatakan bahwa mengenai dengan (SOP) Dinas Perhubungan pertama
Dinas Perhubungan melakukan survey jalan primer di lapangan untuk

mengetahui kondisi lalu lintas pada lokasi yang di amatin, kedua Melakukan

standart kapasitas muatan yang boleh di angkut



¢. Adanya Model/Pendekatan (dal. . . iy
Y wdekatan dalam mengimplementasikan kebijakan

Berdasark: AWANCH ,
arkan wawancary dengan Bapak Dicky Ringo Ringo sclaku

Kepala Unit Satlantas Kota Kisagan pada haei Jumitar 04 September 2019

dalam hubungan perlanyaan  dengan model/ pendekatan  implementasi

kebijakan, bagaimana intaraksi dan komunikasi dalam mengimplementasi
kan kebijakan Peraturan Bupati Asahan nomor 67 tahun 2018, beliau
mengakatakan  komunikasi yang di bangun dengan cara melalakukan
sosialisasi aturan tersebut dengan suatu sarana radio milik dacrah Kabupaten
Asahan. Kemudian hubungan dengan pertanyaan tentang bagaimana medel
koordinasi antara Dinas  Perhubungan kepada instasi terkait, beliau
mengakatakan model kordinasi yang di lakukan deugan Dinas Perhubungan
melalui rapat anggota personil Dinas Perhubungan Kabupaten Asahan dan
Aperatur Resor Kepolisian - Asahan.kemudian terkait dengan pertanyaan
selanjutnya bagaimana Struktur Birokrasi dalam mengimpelmentasikan
Peraturan Bupati Asahan Nomor 67 Tahun 2018, beliau mengakatakan

bahwa melalui Formulalin Kebijakan Lalu  Lintas dacrah ,di dalam

formulalin itu terdapat tugas-tugas dan suatu sarana wadah untuk

bermusyawarah dalam mengambil keputusan.
d. Adanya pelayanan Distribusi barang dan jasa Angkutan;

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Dicky Ringo Ringo selaku
Kepala Unit Satlantas Kota Kisaran pada hari Jum“at 04 September 2019

dalam hubungannya dengan pertanyaan bagaimana bentuk pengaturan
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IRV 4 1ol 0 0 & ] 3
pelayanan distribusi barang dan Jasa, beliau mengatakan bahwa pengaturan

,'S »‘)Hi Y ) ' e e e
disteibusi barang  dun Jasadilakukan  berdasarkan Peraturan  Undang-

Undang Lalu Lintas Nomor 22 Tahun 2009. Kemudian sehubungan dengan

pertanyaan bagaimana pengawasan dalam melaksanakan distribusi angkutan

bartang dan jasa, beliay mengatakan dalam pengawasanya dilakukan dengan

OPCRISE pengawasan  bersama persomil Dinas Perhubungan.  Kemudian

sclanjutnya mengenai pertanyaan bagaimana peranan pelayanan barang dan

jasa yang di lakukan aparat dinas terhadap masyarakat, beliau mengatakan
bahwa terkait dengan pelayanannya yaitu dengan memberikan informasi
Kepada penguna barang dan jasa lentang standart Kapasitas muatan yang
boleh di angkut dengan kendaraan..

Berdasarkan  wawancara dengan bapak  Rendy Prawira  selaku
masyarakal pengguna prasarana pada hari Sabtu 5 September 2019 dalam
hubungan pertanyaan adakah bentuk pengaturan pelayanan distribusi barang
dan jasa, beliau mengatakan bahwa ada benwk pengaturan pelayanan
distribusi barang dan jasa melalui Dinas Perhubungan, Kemudiaan schubung
dengan  pertanyaan  sclanjutnya tentang bagaimana pengawasan dalam
melaksanakan distribusi angkutan barang dan jasa, beliau mengakatakan
bahwa di dalam pengawasanya cukup baik karena setiap prosedur
belandaskan peraturan yang sah bukan aturan yang di buat buat. Kemdian
terkait pertanyaan bagaimana peranan pelayanan barang dan jasa yang di
lakukan aparat dinas terhadap masyarakat. beliau mengatakan bahwa
pelayanan yang di berikan kepada masryakat Sangat baik karena saya perna

merasakannya saat saya menyimpan muatan di Dinas perhubungan, sebab
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barang yang saya angkut telah overloot schingga barang harus di langsir

untuk ke ruko saya.

¢. Adanya Pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan kota

Kisaran dan Instansi Kepolisian.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Dicky Ringo Ringo selaku

Kepala Unit Satlantas kota kisaran pada hari Jum at, 4 September 2019

dalam hubungan pertanyaan bagaimana bentuk kerja sama antara Dinas
Perhubungan  dengan aparat kepolisian dalam memberikan pelayanan lalu
lintas dan angkutan jalan, beliau mengatakan bahwa bentuk kerja sama yang
dilakukan  yaitu  dengan  melakukan  pengawasan  bersama  Dinas
Perhubungan.  Kemudian  dalam hubungan  pertanyaan  selanjutnya
bagaimana model koordinasi antara dinas perhubungan kepada instasi terkait
, beliau mengatakan bahwa dengan membentuk forum ruang rapat lalu lintas
Kabupaten Asahan. Kemudian terkait hubungan pertanyaan bagaimana
menciptakan singkronisasi antar dinas perhubungan dengan instasi terkait
dulam mewujudkan pelayanan lalu lintas yang tertib , aman, terkendali serta
lancer, untuk mendorong kemajuan Kota yang cukup pesat ini, beliau
mengakatan bahwa itu scbagai landasan tujuan peraturan Bupati Asahan
nomor 67 tahun 2018 dengan ini cara menciptakan singkronisasi melalui
pengambilan keputusan yang matang dari rapat Kordinasi bersama Dinas
perhubungan.dan melihat fenomena permasalahan masyrakat kota Kisaran
yang dapat mendorong kegiatan ini akan berjalan dengan lancer sesuai

kebijakan Bupati Asahan nomor 67 tahun 2018.

B ——————— S
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Berdasarkan wawancara dengan ibu lin Pratiwi selaku ibu rumah
tngga dan masyarakat pengguna sarana pada hari minggu 6 September
2019, Dalam pertanyaanya  bagaimana bentuk  pembinaan dalam
memberikan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan, beliau mengakatakan
bahwa yang dilakukan pihak Kepolisian pencguran kepada yang terkait
melanggar atran, dan kemudian di proses lebih lanjut. Kemudian hubungan
(erkait pertanyaan bagaimana proses pembinaan yang di lakukan terhadap
instansi terkait, beliau mengakatakan bahwa proses pembinaanya pertama
memasuki- ruangan mediasi. Kedua memeriksa kelengkapan surat surat
kendaaraan. Ketiga diberikan surat tilang keempat Disuruh sidang di kantor
pengadilan kelima melakukan pembayaran denda pelanggaran. Kemudian
kaitan dengan pertanyaan selanjutnya apa tujuan dilakukannya pembinaan
kepada masyarakat oleh dinas terkait, beliau mengakatan baliwa tujuan dari
dilakukannya Pembinaan kepada masyrakat untuk menjadikan kota yang
damai lancer tertib aturan, serta memberikan contoh sikap disiplin kepada
miasryakat.

4.2. Pembahasan

Pembahasan dalam Sub-bab ini adalah merupakan pengolahan data
berdasarakan hasil penelitian yang telah dilakukan dengan beberapa
narasumber yang berada di Dinas Perhubungan Kabupaten Asahan dan
Aparat Resort Kepolisian Asahan dalam kaitannya dengan kategorisasi
sebagai berikut:.

a. Adanya tujuan dan sasaran dalam mengimplementasikan kebijakan

Peraturan Bupati Asahan;



Berdasarkan wawancara dengan para narasumber dalam bubungap
dengan tujuan dan sasaran dalam mengimplementasikan  kebijakan
Peraturan  Bupati Asahan dimana mereka menjelaskan bahwa dalam
mengimplementasikan dengan cara melalakukan sosialisasi aturan tersebul
dengan suatu sarana radio milik daerah kabupaten Asaban, dan dengan
melalui kerjasama antar pihak instansi terkait, Kemudian dijelaskan bahwz
tujuan dinas dalam mengimplementasi peraturan Bupati Asahan yaity uniuk
mewujudkan pelayanan di bidang Lalu Lintas aman tertib dan lancer.
Kemudian dalam kaitan dengan sasaran yang di tuju untuk mencapai dari
tujuan implementasi peraturan bupati asahan nomor 67 tahun 2018,
dijellaskan bahwa sasaran yang dituju adalah masyarakat selaku pengguna
Jalan dan prasana yang telah di pasang. Sclanjutnya narasumber jain
menjelaskan bahwa dalam mengimplementasi peraturan bupati asahan
nomor 67 tahun 2018, diperoleh data bahwa dalam mengimplementasikan
Peraturan Bupati Asahan dengan cara melalakukan sosialisasi aturan
tersebut dengan suatu sarana radio milik daerah kabupaten Asahan, agar
masyarakat dapat mengetahui kebijakan ini, kemudian dalam hubungannya
dengan pertanyaan mengenai apa tujuan
Secara konseptual bahwa sebenarnya tujuan dan sasaran
implementasi  kebijakan ~merupakan peluasa aktivitas yang saling
menyesuaikan proses intraksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapai dan
memerlukan eksekutif jaringan birokrasi yang efektif. dilain pihak dikatakan
bahwa proses implementasi baru akan di mulai apabila tujuan dan sasaran

telah di tetapkan. Dengan menginterpretasikan antara data yang diperoleh darj
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hasil wawancara dengan konseptual tentang batasan implementasi kehijakan
maka dalam jelaslan bahwa dalam mengimplementasikan Peraturan Bupati
Asahan Nomor 67 Tahun 2018 harus berorientasi kepada tujuan dan sassran
Berdasarkan pembahasan tersebut di atas maka dapat disimpulkan hahwa
dalam mengimplementasikan kebijakan Peraturan Bupati Asahan Nomor 67
Tahun 2018  dalam rangka pelayanan lalu lintas dan angkutan  jalan di
kawasan Kota Kisaran dibutuhkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. .
b. Adanya Prosedur (SOP) dalam mengimplementasikan kebijakan;
Berdasarkan wawancara dengan para narasumber dalam prosedur dalam
mengimplementasikan  kebijakan Peraturan Bupati Asahan dimana mercka
menjelaskan bahwa dalam mengimplementasikan fclah ditetapkan tahapan
yang dilakukan dalam implementasi kebijakan yaitu dengan  mclalui
kerjasama dengan Aparat Resort Kepolisian Kabupaten Asahan dengan
melakukan proses koordinasi, pengawasan dilapangan, dan memantau sctiap
pergerakan pengguna prasarana  jalan. Kemudian dalam  Kaitannya
mekanisme dalam pelaksanaan prosedur oprasional dinas perbungan dalam
mengimplemnetasikan kebijakan Bupati Asahan, dijelaskan  bahwa
mekanisme yang dijalankan, pertama dengan melakukan rapat kordinasi di
dalam forum lalu lintas dan angkutan jalan, kedua mengadakan pengatur
jadwal sosialisasi untuk masyarakat, dan ketiga dengan melakukan

pengawasan secara bersama dengan intasi terkait pada titik-titik tertentu.
Sclanjutnya mengenai SOP yang dilaksanakan. pertama melalui survey

primer di lapangan untuk mengetahui kondisi lalu lintas pada lokasi yang di

pantau, kedua dengan melakukan pemisahan angkutan berat dan barang atau
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Jasa agar tidak terjadi k :
rjadi kemacetan lalu lintas, schingga masyarakat tetap

berjalan  denean .
L 8 lanur,.contohnya penggunaan jalan Ringroad untuk

engguna angk :
peles gkutan berat, sedangkan data yang diperoleh dari aparat Resort

Kepolisian Kabupaten Asahan mengenai mekanisme dalam pelaksanaan
prosedur oprasional dijelaskan bahwa di dalam mekanisme prosedur
opmlsionul adalah dengan melakukan rapat kordinasi di dalam torum lalu
lintas dan angkutan jalan, dan dengan mengahadiri jadwal sosialisasi untuk
masyarakat serta melakukan pemantauan.

Secara  konseptual bahwa sebenarnya dalam hubungannya dengan
Prosedur  (SOP) dalam mengimplementasikan kebijakan dibutuhkan
pendekatan struktur birokrasi, dimana Srandar Operasional Prosedur (SOP)
menjadi pedoman bagi setiap implementator dalam bertindak agar dalam
pelaksanaan kebijakan tidak melenceng dari tujuan dan sasaran kebijakan.
Apabila data yang diperoleh dari narasumber tentang prosedur (SOP) dalam
implementasi kebijakan maka diimpretasikan dengan konsepsi struktur
birokrasi yang merupakan pendekatan dalam mengimplentasikan kebijakan,
maka prosedur merupakan hal yang sangat dibutuhkan dalam
mengimplemtasikan Peraturan Bupati Asahan Nomor 67 Tahun 2018.

Berdasarkan pembahasan tersebut di atas maka dapat disimpulkan

bahwa dalam mengimplementasikan kebijakan Peraturan Bupati Asahan

Nomor 67 Tahun 2018 dalam rangka pelayanan lalu lintas dan angkutan

jalan di kawasan Kota Kisaran dibutuhkan Prosedur (SOP) dalam

i ikan kebijakannya.
menglmplementasxkan kebij y

¢. Adanya Model/Pendekatan dalam mengimplementasikan kebijakan
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Berdasarkan wawa a de
ncara dengan para narasumber dalam hubungan dengan

Model/Pendekatan dal: ngi i
2 dalam mengimplementasikan kebijakan diperoleh data

bahwa intaraksi dan komunikasi dj bangun dengan cara melalakukan
sosialisasi aturan tersebut dengan suatu sarana radio milik dacrah Kabupaten
Asahan. Kemudian terkait dengan model kordinasi melalui rapat anggola
personil  Dinas Perhubungan Kabupaten Asahan dan Aperatur  Resor
Kepolisian Asahan.kemudian terkait Formulalin Kebijakan Lalu Lintas
dacrah,dalam isi dari formulalin itu terdapat tugas-tugas dan suatu sarana
wadah untuk bermusyawarah dalam mengambil keputusan.

Secara konseptual bahwa sebenarnya dalam hubungannya adanya
Mode!/Pendekatan dalam mengimplementasikan kebijakan merupakkan
suatu usaha untuk memudahkan penjelasan terhadap suatu fenomena. Dalam
kenyataanya terdapat empat model variable/faktor yang berpcran penting
dalam pencapaian keberhasilan implementasi, diantaranya faktor komunikasi.
sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Dengan adanya model
pendekatan maka dari data yang di proleh maka peneliti akan

; ) e i -asika D
menginterpretasikan dengan ini dalam mengimplementasikan Peraturan

Buapati Asahan Nomor 67 Tahun 2018 dibutuhkan model pendekatan.

Berdasarkan pembahasan di atas peneliti menyimpulkan bahwa dalam

Implementasi Peraturan Bupati Asahan Nomor 67 Tahun 2018 sangat di

butuhkannya model pendekatan ini, agar dapat menciptakan informasi dan

komunikasi yang baik kepada masyrakat di dalam pelaksanaanya.
> c e



d. Adanya pelavan;: istribuc; .
é Ya pelayanan Distribusi barang dan jasa Angkutan:

Berdasark AR
asarkan Wawancara dengan para narasumber dalam hubungan

dengan pelayanan Distribusi barang dan jasa  Angkutan dijalankan

aprlacs s D P 1 N S ) Y
berdasarkan  Peraturan Undang- Undang Lalu Lintas Nomor 22 lahun

2009. Kemudian sehubungan dengan hal i dilakukan kegiatan operasi
pengawasan bersama personil Dinas Perhubungan. Bentuk Kkegiatan tu
dengan memberikan informasi kepada penguna barang dan jasa tentang
standart kapasitas muatan yang boleh di angkut dengan kendaraan.

Secara konseptual bahwa sebenarnya dalam  hubungannya adanva
pelayanan Distribusi barang dan jasa Angkutan adalah pelavanan yang
diberikan kepada orang lain untuk memenuhi kebutuhannya 1w harus
bersifat langsung dengan kata lain, pelayanan itu langsung dapat dinitkmau
atau digunakan oleh pemakai atau penerimannya dalam rangka tercapainya
tujuan organisasi. Pada Kkonteks ini pelayanan masyarakat ditatsirkan
sebagai tanggung jawab pemerintah atas kegiatan ditujukan untuk
kepentingan masyarakat atau publik. Dengan demikian kegiatan tersebut
adanya unsur-unsur perhatian dan kesedian serta kesiapan dari aparat
pelaksananya. Dari pembahasan di atas melalui data yang di peroleh miaka
dapat diimterpretasikan bahwa Pelayanan barang dan jasa merupakan hal
yang di butuhkan sebab sangat menyangkut dengan kepentingan masyrakat.
Dalam hal tersebut maka penulis menyimpulkan bahwa untuk dapat
mengimplementasikan Peraturan Bupati Asahan Nomer 67 Tahun 2018,
perlunya pelayanan barang dan jasa angkutan yang di lakukan sebagai

penunjang kehidupan ckonomi di masyrakat.



68

e. Adanya Pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan kota

Kisaran dan Instansi Kepolisian.

Berdasarkan wawancara dengan para narasumber sehubung dengan
Pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan kota Kisaran dan
Instansi Kepolisian. Dar data yang diperoleh yaitu melalui pengawasan
bersama Dinas Perhubungan. Kemudian membentuk forum ruang rapat lalu
lintas Kabupaten Asahan. Kemudian hal terszbut sebagai landasan tujuan
peraturan Bupati Asahan nomor 67 tahun 2018 dengan menciptakan
singkronisasi melalui pengambilan keputusan yang matang dari rapat
kordinasi bersama Dinas perhubungan,dan melihat fenomena permasalahan
masyrakat kota Kisaran yang dapat mendorong kegiatan ini akan kerialan

dengan lancer sesuai kebijakan Bupati Asahan nomor 67 tahun 2018.

pertanyaan selanjutnya apa tujuan dilakukannya pembinaan kepada
masyarakat oleh dinas terkait, beliau mengakatan bahwa tujuan dari
dilakukannya Pembinaan kepada masyrakat untuk menjadikan kota yang
damai lancer tertib aturan, serta memberikan contoh sikap disiplin kepada
masryakat.

Secara konseptual bahwa sebenarnya dalam hubungan adanya Pembinaan
Lalu lintas adalah proses dimana orang-orang mencapai kemampuan tertenty
untuk membantu mencapai tujuan organisasi. Oleh karena itu pembinaan
bukan merupakan hasil daripada proses perencanaan. tetapi hanya sebagai
laporan sementara (interiwn report). Hasil pembinaan adalah spesifikasi dari

tujuan-tujuan/sasaran-sasaran target dari perencanaan yang ditentukan
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dengan apa yang ingin dicapai, dan bagaimana mencapainya. Pada sty
deretan. fakta-faku dan pandangan untuk wakty vany akan datang. misha
harus menyimpulkan apy yang akan mempengarubi tujuan dari kegiatan
tersebut,

Pembinaan merupakan pengarahan yang di lalukan oleh seorang mencjer
hepada orang Lun untok membenikan suatu kerangka pola piker yang lebih
baik dalam berlalu lintas | yang akan meningkatkan kesadaran seswcorang
dalam berlalu lintas vang baik sesuai berinkunya sebuah peraturan
Dari pembahisan di atas maka penulis dapat menginterpresaikanyva bahwa di
dalam kegiatan pelaksuan Persturan Bupati Asahan Nomor 67 tahun 2018 di
butuhkanva adanya Pembinsan Lslu lintas untuk mencapai suaty tujuan. Maka
dengan hal w penulis dapat menyimpulkan dalam Implementast Peraturan
Bupat Asohan Nomor 67 tahun 2018 pentingnya Pembinaan lalu lintas untuk

mencapal suaty tujuan, dengan menciptakan pola tingkah laku dan displin

masyarukat




Terpe€rcaya




/4

UVYTRY

PEMU

S ENmpulan
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sl Penteiting s b peilis dapab sepaniy s<bnah

Kestmpulan halw g

Abo2Adanya s dan sismm datin) mengimplenicitasan ebijakan tatyua
dalm menpimplementasib kebijubkan Veratan Bupati Avaban Seomor 67
T 2008 datam smngha pelayannn al lintges dan snghotan atan 0
Kewasin Kot 1 s dibiohlan fjusn donn sisaran yang ingin dicapa, |

Sobadadanyn Prosedur (SOP) datam kebijakan dalam tengimplenentasiyan
Kebijakan Pertarin DBupiti: Asaban Momor 07 Vabun 200% dalam rangks
pelaymnan Tahu Hints dan anglkatan Jalan di kawasan Yiots Yisaran
dibutahkan Prosedur (SOP) dalim mengimplementasiban kebijakannya,

S 04 adunya model/pendekntan dalam mengimpelemntasivan kebijakan  baboa
dalamy Tmplementasi Pevatoran Bupati Asaban Momar 67 Tahun 2017 sangyat
di- butuhkannysn model pendekatan ini, agar dapat menciptakan informass
dan komunikasi yang baik kepada musyrakat di dalmmn pelaksanaanya,

5.5 adanya Pelayanan Distribusi Barang, dan jasa Anghutan bahwa untuk dapat
mengimplementasikan Peratiran Bupati Asahan Momor 67 “Lahun 2013,
perlunyn pelayanan barang, dan jisa angkutan yang di lakukan sebaga

penunjang, kehidupan ekonomi di misytakat,

5.0.6 Adanya Pembinian Lalu Lintas antars iy Pethubungan dan Apratur
5 1.0 anyia e e

asi Peraturan Bupati Asahan Momor 67
, ; smentasi Peraturin Bupati Asabian Taotric
Resor kepolisan dalam Implent




71

tahun 2018 ing
Pentingnya Pemh; n
gny mbinaan |aly lintas untuk mencapai suatu tujuan,

dengan mencipta) .
Ciptakan pola tingkah laku dap displin masyaraka

5.21. Adanva tuj .
¥a tyuan dan sasaran dalam mengimplementasikan kebijakan dengan

sudah tercapainya implementasi yang baik, akan lebih baik lagi agar
dilakukanya evaluasi kembali agar dapat lebih baik dalam implementasinya.

5.2.2. Adanya (SOP) dalam implementasi kebijakan tersebut dengan lebih
mempertegaskan pengawasan melalui kordinasi bersama agar dapat
menciptakan hasil maksimal

3.3.3. Adanya Model/ Pendekatan dalam mengimplementasikan kebijakan terkait
dengan hal yang telah di terapkan alangkah lebih baik Dinas Perhubungan
bersama Kepolisian melakukan sosialisasi langsung turun ke jalan agar
masyrakat dapat mengetanui langsung

5.2.4 Adanya Pelayanan barang dan angkutan jasa dengan hal ini Dinas

Perhubungan sudak menjalankan tugas ini dengan baik, yang perlu hanya di
pertahankan kerja baiknya.

5.2.5 Adanya Pembinaan Lalu lintas dalam mngimplementasikan Kebijakan

dalam pembinaan ini penulis menyatkan agar pihak instansi terkait lebih
alam

aci jumlah personil dari pelaksana supaya tercapainya suatu

menambahkan |

tujuan.
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iMPLEMENTASI PERATURAN
TAHUN 2018 DALAM RANGKA
DAN ANGKUTAN JALAN

BUPATI ASAHAN NOMOR 67
PELAYANAN ARUS LALU LINTAS |
DI KAWASAN KOTA KISARAN

Nama : KHAIRUL IKHSAN
Universitas : UMSU

Fakultas : FISIPOL

Jurusan : Adminstrasi Negara

Konsentrasi : Kehijakan

Adanya tujuan dan sgsaran.

I. 3zgamaimanadinas perhubungan kabupaten asahan dalam inengimplementasi
peraturan bupati asanai ne 67 tahu 208
2. Apa tujuan dinas pehubungan kabupaten asahan implementasi kebijakan

peraturan bupati asahan no 67 tahun 2018 -

3. apakah sasaran yang di tuju untuk mencapai tujuan’implementasi peraturan
bupati asahan no 67 tahun 2018
adanya standart prosedur (sop) - |
l. bagaimana tahapan yang di “lakukan dinas perhubungan  dalam

mengimplementasikan kebr jakén peraturan bupati asahan no 67 tahun 2018

2. bagamana mekanisme dalam pelaksanaan prosedur oprasionai dinas

perbungan dalam mengimplemnetasikan kebijakan bupati

3. bagaimana (SOP) dalam memberikan pelayanan distribusi barang dan jasa

adanya model/pendekatan

- A e
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|. bagaimana intaraksi dan - T
st dan komunikas; dalam mengimplementasikan kebijakan

peraturan bupati asahan ng g7 tahun 2018

2. bagaimana sum 1
8 berdaya yang tersedia dalam mengemplementasikan

kebijakan peraturan bupati asahan no 67 tahun 2018

(OS]

bagaimana struktur bj i
y irok | impei i '
rokrasi dalam mengimpeimentasikan peraturan bupati

asahan no 67 tahun 2018,

Adanya pelayanan disiribusi barang dan jasa

[,

. bagaaimana bentuk pengaturan pelayanan distribus; barang dan jasa

(S

vagalmana pengaw.asan dalam melaksanakan distribusi barang dan jasa

w2

bagaimana peranan pelayanan barang dan jasa yang di lakukan aparat dinas
terhadap masyarakat.

Adanya pembinaan oleh dinas perhubungan dun kepolisian
i.bagaimana bentuk kerja sama antara dishub dengan aparat kepolisian dalam
memberikan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan

). bagaimana model koordinasi antara dinas perhubungan kepada instasi terkait

3.bagaimana menciptakan singkronisasi antar dinas perhubungan dengan instasi

terkait dalam mewujudkan pelayanan laln lintas yang tertib , aman, terkendali

serta lancer, untuk mendorong kemajuan kota yang cukup pesat ini,
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Penelitian Malasiswa

Kepada Yth : Kepala Dinas Perhubungan
Kabupaten Asahan
di-

Tempat.

Bissmillahirahmanirrahim
Assalamu’alaikum Wr.Wh

Teriring salam semoga Bapak/Ibu dalam keadaan sehat wal’afiat scrta subses dalsmn menjalanban
segala aktivitas yang telah direncanakan

Untuk memperoleh data penulisan skripsi dalam rangka penyclesaian program studi jenjang Strata Satu

(S1), kami mohon kiranya Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitinn kepada muhasisvwa kam

Nama Mabhasiswa : KHAIRUL IKIISAN
NPM © 1503100162
Program Studi : Hlmu Administrasi Publik
- Semester : VIII (Delapan) / Tahun Akademik 2018/2019
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TAHUN 2018 DALAM RANGKA PELLAYANAN ARUS LALU
LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN DI KAWASAN KOTA KISARAN

Demikianlah kami sampaikan, atas perhatian dan kerja sama yang baik divcapkan terima kasih,
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LlNTAS DAN ANGKUTAN JALAN DI KAWASAN KQTA KISARAS('",, i,': :

Dalam hal ini Dinas perhubungan tdak keb’e':l‘atan denga
penehtlan tersebut, Dinas Perhubungan 3angat mendukung
berhubungan dengan pendidikan.




